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Skripsi yang berjudul tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan 
Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts tentang delik turut serta dalam tindak pidana 
persetubuhan anak ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana 
pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts 
tentang delik turut serta dalam tindak pidana persetubuhan anak serta bagaimana 
tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim putusan 
Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts tentang delik turut serta dalam tindak pidana 
persetubuhan anak.  
Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. 
Selanjutnya, data diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis 
dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.   
Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim menjatuhkan hukuman selama 3 
(tiga) tahun penjara dalam putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor  
1/Pid.Sus/2016/PN Pts berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu pelaku 
berjumlah 4 (empat) pemuda melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap 
seorang anak berusia 16 tahun. Dalam hal ini, hakim lebih memilih menggunakan 
pasal 287 ayat (1) KUHP sebagai lex generalis daripada pasal 81 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai lex 
spesialis.  Putusan hakim tersebut kurang tepat karena mengesampingkan asas 
lex spesialis derogate lex generalis. Hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri 
Putussibau Nomor  1/Pid.Sus/2016/PN Pts juga tidak sesuai dengan hukum 
pidana Islam karena hakim menjatuhkan hukuman sangat ringan yakni ta’zi<r 
dengan penjara selama tiga tahun. Ketidaksesuaian tersebut karena dalam hukum 
pidana Islam, perbuatan turut serta secara langsung dalam jari>mah h{udu>d  yang 
dilakukan para terdakwa seharusnya diancam dengan hukuman h{udu>d. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para penegak hukum 
terutama hakim, sebaiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan 
agar lebih kritis, teliti dan bijaksana sehingga adil dalam menentukan hukuman 
serta kepada masyarakat diharapkan agar lebih meningkatkan kewaspadaannya 
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  PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah 
berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus 
bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai 
subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali 
masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak di 
Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan membangun 
manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, 
materil spiritual berdasakan Pancasila dan UUD 1945.
1
 Oleh karena itu hal-
hal yang merupakan hak-hak atas anak yang juga sebagai salah satu bagian 
hak asasi manusia wajib dijunjung tinggi dan patut untuk diperjuangkan.   
Definisi anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak tetaplah anak, 
dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangat membutuhkan 
perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak 
                                                          
1
Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2012), 1. 






































Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita 
perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai sifat khusus 




Pada dasarnya baik anak sebagai korban ataupun pelaku tindak pidana 
tetaplah harus mendapat perlindungan. Hal ini dikarenakan, agar mereka 
tidak mendapat perlakuan yang sama dengan orang dewasa. Mengingat 
kondisi psikis anak yang masih perlu mendapat pendampingan agar mereka 
tidak merasa tertekan. Dalam masalah ini, Hadi Supeno mengatakan bahwa 
sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orangtua/keluarga, 
masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (regulator 
body), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (executive body), dan pengemban 
kewajiban negara (state obligation).4  
Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan 
siapa saja baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kita ketahui 
dalam al-Qur’an dijelaskan pula betapa indahnya seorang anak sehingga 
perlindungan anak benar-benar harus dijalankan dengan baik. Bahwasanya 
anak dalam al-Qur’an surat al-Kahfi ayat 46 yaitu:   




M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 9. 
4
 Ibid., 25. 


































 يؿ ى ٍل   ىف ي ىػ ٍل ىك  ي ى  ًز  ًا ى ٍىا   ى ٍػ ُّ ل   ۖ يت ى  ً ى ٍل ىك   يت ىًا صَّلل   ه ٍػ ى   ى  ًٍا  ى ًٌ ىر  ن  ىىػث  ه ٍػ ى ىك  ن ى ى                
‚Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-
amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi 
Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.‛5 
 
Anak bagaikan perhiasan dunia dan titipan Allah yang harus dijaga 
serta dilindungi. Kenyataannya perlindungan terhadap anak yang dilakukan 
selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan 
perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai 
bidang kehidupan, sebab anak sudah sering kali mengalami perlakuan salah 
dan hak-haknya dilanggar. Bahkan kita sering mendengar bahwa anak 
menjadi korban utama dalam kejahatan asusila yang berbau seksual seperti 
pemerkosaan atau persetubuhan, perbuatan cabul, dan kekerasan seksual.  
Anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga 
anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasan tindak pidana 
karena lemahnya perlindungan yang diberikan baik oleh lingkungan sosial 
maupun negara terhadap anak.  
Ironisnya peristiwa ini terus terjadi dan menimpa siapapun tanpa 
terkecuali. Selanjutnya, jika korban perkosaan adalah anak-anak, maka 
kemungkinan mereka dapat pulih namun akan jauh lebih sulit, mereka 
cenderung akan menderita trauma. Masa depannya akan hancur, dan bagi 
yang tidak kuat menanggung beban, pilihan satu-satunya adalah bunuh diri. 
Seringkali, perempuan korban  perkosaan, sesudahnya tidak dapat lagi 
                                                          
5
 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya  (Bandung: J-ART, 2004), 299. 


































melakukan hubungan seksual yang wajar karena menderita vaginismus, 
yakni otot dinding vagina selalu berkontraksi atau menguncup ketika 
melakukan hubungan kelamin sehingga sulit melakukan penetrasi.
6
  
Tindak pidana kejahatan seksual merupakan persoalan yang semakin 
marak terjadi, tidak lepas dari seiring berkembangnya teknologi yang 
semakin maju yang membawa perubahan besar, sehingga menjadi salah satu 
pendorong lahirnya kejahatan seksual terhadap anak. Apabila korban 
perkosaan adalah anak-anak, maka kemungkinan mereka dapat pulih justru 
akan jauh lebih sulit, mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa 
depannya akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, pilihan 
satu-satunya adalah bunuh diri. Perempuan korban  perkosaan sesudahnya 
tidak dapat lagi melakukan hubungan seksual yang wajar karena menderita 
vaginismus yakni otot dinding vagina selalu berkontraksi atau menguncup 
ketika melakukan hubungan kelamin sehingga sulit dilakukan penetrasi.
7
  
Salah satu kejahatan seksual yang paling sering terjadi pada anak 
adalah persetubuhan dengan pembujukan bahkan paksaan. Tinggi dan 
kompleksnya kasus persetubuhan terhadap anak perempuan kiranya 
mengisyaratkan pentingnya kehati-hatian yang lebih besar dari anak 
perempuan. Persetubuhan, tidak harus dalam bentuk paksaan, tetapi bisa 
juga melalui suatu hubungan harmonis yang didalamnya terdapat sejumlah 
manipulasi. Relasi manipulasi dari hubungan yang tidak setara antara  laki-
laki dan perempuan, pada umumnya berlindung dibalik slogan ‚mau sama 
                                                          
6
Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak  (Jakarta: Kencana, 2013), 251. 
7
 Ibid., 251. 


































mau, suka sama suka‛. Slogan itu pula yang menjadi alat efektif untuk 
menepis segala risiko yang muncul atas relasi seksual yang terjadi. Relasi 
seksual yang terjadi pada saat berkencan dengan cara manipulatif ini disebut 
dengan dating rape.8  
Hakekat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih 
sayang yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian 
perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan deskriminasi. 
Perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang 
dianugerahkan oleh Allah Swt di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa 
sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua 
kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari 
kekrasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat 
dan martabat anak sebagai anugrah dan amanah ciptaan Allah Swt.
9
  
Apabila kita mempelajari Islam lebih dalam, kita tidak akan dengan 
mudahnya melakukan hal yang dilarang oleh-Nya. Bahwa Islam 
memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kita, sesuai dalam firman-
Nya surat an-Nūr ayat 30: 
 ٍ ي ىوكي يػ   ي ى ٍى ىك  ٍ ًًر ىل ٍى   ٍ ً  ُّ ي ىػ  ى  ً ً ٍي  ًٍل  ٍي  ۚ ٍيى  ىٰ ى ٍزى  ى ًل ىٰىذ ۗ ىف ي ىػ ٍلى   ى ً ه  ً ى  ىصَّا  صَّف ً  
‚Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka 
menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian 
                                                          
8
 Ibid., 273. 
9
Ibnu Anshori, Perlindungan Anak dalam Agama Islam (Jakarta: KPAI, 2006), 13. 


































itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha 




Penulis tertarik meneliti masalah ini karena pasal yang dipakai majelis 
Hakim kurang tepat pada putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 
1/Pid.sus/2016/Pn Pts tentang persetubuhan anak yang dilakukan oleh para 
terdakwa yang bernama Ahmadi bin Zainudin, Mulyadi Surya Mulyana bin 
Dzulkifli, Septriadi bin Syahmadan, dan Atni bin Amat Pili.  
Perbuatan yang dilakukan para terdakwa yakni Ahmadi dan Mulyadi 
menghampiri korban dan menyuruh korban memaksa membuka celana tapi 
korban menolak. Melihat korban menolak kemudian Mulyadi langsung 
mendekap badan dan menutupi mulut korban menggunakan tangan sehingga 
korban tidak dapat berteriak, kemudian Ahmadi membuka dan menurunkan 
celana dalam korban hingga celananya turun sampai atas lutut, merasa 
dilakukan demikian, korbanpun pasrah dengan terpaksa korban melayani dan 
melakukan persetubuhan dengan Ahmadi, Mulyadi, Septriadi, dan Atni satu 
persatu.  
Persetubuhan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban dilakukan 
secara bergiliran. Para pelaku yang telah melakukan persetubuhan terhadap 
korban tersebut tidak mengetahui umur korban. Perbuatan para terdakwa 
melanggar Pasal 287 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 
Majelis Hakim memutuskan terdakwa dengan dakwaan alternatif primair 
kedua dari Penuntut Umum, yakni dengan pidana penjara selama 3 (tiga) 
tahun.  
                                                          
10
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Bandung: J-ART, 2004), 353. 


































Kasus ini termasuk dalam kasus tindak pidana khusus karena 
korbannya adalah anak dibawah umur yang masih berumur 16 tahun. Adapun 
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa yang dinamakan anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan.
11
  
Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana persetubuhan 
terhadap anak tersebut kurang tepat, karena hakim dalam menentukan 
hukuman pidana tersebut menggunakan aturan umum KUHP. Tidak sesuai 
dengan aturan yang ada dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP yakni apabila suatu 
perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana umum diatur pula dalam 
aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.   
Mengingat dakwaan penuntut umum alternatif yang lainnya 
menggunakan pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 dan 82 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 
Tentang Perlindungan Anak ancaman hukuman sudah ditentukan batas 
minimal dan maksimalnya, yaitu penjara minimal 5 (lima tahun) dan 
maksimal 15 (lima belas tahun) serta denda paling banyak lima milyar rupiah 
(Rp 5.000.000.000,-).  
Seharusnya Hakim memutus menggunakan aturan khusus dan 
mengesampingkan aturan umum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam penegakan hukumnya 
                                                          
11
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 


































Undang-Undang inilah yang menjadi acuan dasar dalam pengenaan hukuman 
kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.  
Tindak pidana dalam ranah hukum pidana Islam disebut dengan 
jari<mah. Hukum pidana Islam adalah perbuatan manusia yang dinilai sebagai 
pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik secara fisik atau 
nonfisik, seperti membunuh, menuduh atau memfitnah maupun kejahatan 
terhadap harta benda lainnya. Sedangkan jari<mah adalah segala larangan 
syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang 
diwajibkan) yang diancam dengan hukum h}add atau ta’zi<r.12  
Segala perbuatan asusila yang dilakukan di luar perkawinan adalah 
perbuatan zina. Hukum Islam telah mengatur segala perbuatan yang 
merugikan orang lain. Seseorang melakukan persetubuhan dengan memaksa 
atau dalam hukum islam disebut zina secara paksa. Pemerkosaan sama 
halnya dengan pezinaan adalah hubungan badan yang diharamkan oleh Allah 
dan rosul dalam al-Quran dan hadis serta disepakati oleh para ulama’ dari 
berbagai madzhab akan keharamannya.
13
  
Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 
tentang kasus persetubuhan anak yang dilakukan oleh empat orang dengan 
judul Skripsi Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penyertaan Tindak 
Pidana Persetubuhan Anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/ 2016/ PN Pts. 
 
                                                          
12
A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) (Jakarta: PT Raja 
Grafindo, 2000), 11. 
13
Nurul Irfan dan Masyrofah, Fikih Jinayah  (Jakarta: Paragonatamu Jaya, 2013), 19. 


































A. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang terkait tentang persetubuhan 
anak, maka penulis mengidentifikasi beberapa pokok masalah, di 
antaranya: 
a. Delik turut serta tindak pidana persetubuhan di Indonesia. 
b. Delik turut serta tindak pidana persetubuhan dalam hukum Islam. 
c. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim terhadap Putusan 
Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts tentang delik turut serta tindak pidana 
persetubuhan anak. 
d. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 
1/Pid.Sus/2016/PN Pts tentang delik turut serta tindak pidana 
persetubuhan anak.  
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar permasalahan ini 
dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan skripsi dengan 
batasan: 
a. Pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 
1/Pid.Sus/2016/PN Pts tentang delik turut serta tindak pidana 
persetubuhan anak.  
b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim 
terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts tentang delik turut 
serta tindak pidana persetubuhan anak.  


































B. Rumusan Masalah 
Penulis memfokuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, 
diantaranya:  
1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 
1/Pid.Sus/2016/PN Pts tentang delik turut serta dalam tindak pidana 
persetubuhan anak? 
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum 
hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts tentang delik turut 
serta dalam tindak pidana persetubuhan anak?  
 
C. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat mengenai penelitian yang 
pernah dilakukan, sehingga akan terlihat penelitian penulis ini duplikasi atau 
tidak. Penulis menyurvei ke digilib namun tidak menemukan topik yang 
akan penulis teliti. Akan tetapi terdapat skripsi-skripsi yang berkaitan 
dengan skripsi penulis: 
1. Skripsi dengan penulis Rachmawati Fitria, mahasiswa Fakultas Syariah 
UIN Sunan Ampel, judulnya  ‚Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak 
Dibawah Umur Perspektif Fiqh Jinayah: Studi Analisis Putusan PN 
Lumajang No.01/Pid AN.B/2003/PN.LMJ‛.14 Skripsi ini menganalisis 
hukum islamnya dan pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam 
                                                          
14Rachmawati Fitria, ‚Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Fiqh 
Jinayah: Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 01/Pid AN.B/2003/PN.LMJ‛ 
(Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2007). 


































menyelesaikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang 
anak di bawah umur.   
2. Skripsi dengan penulis Anzi Afrianti, mahasiswa fakultas Syariah Sunan 
Ampel Surabaya, berjudul ‚Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap 
Putusan No.35/PID.SUS/2012/PN Jmb Tentang Tindak Membujuk 
Melakukan Persetubuhan Disertai Penganiayaan Anak Dibawah Umur.‛15 
Skripsi ini menganalisis hukum pidana Islam dan pertimbangan hukum 
yang dipakai hakim dalam menyelesaikan tindak pidana membujuk 
melakukan persetubuhan disertai penganiayaan oleh anak dibawah umur.  
3. Skripsi ketiga dengan penulis Ika Fenny Widiawati, mahasiswa fakultas 
syariah dan hukum UIN Sunan Ampel, berjudul ‚Tinjauan Hukum Pidana 
Islam Terhadap Hukuman Bagi Perempuan Yang Membujuk Anak Laki-
Laki Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 815 
K/PID.SUS/2014)‛16 Skripsi ini meninjau dari hukum pidana Islam 
terhadap pertimbangan hukum yang dipakai hakim untuk menjatuhkan 
hukuman terhadap perempuan yang membujuk anak laki-laki melakukan 
persetubuhan.  
4. Skripsi keempat dengan penulis Hartina, mahasiswa fakultas hukum 
Universitas Hasanuddin, berjudul ‚Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 
Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Oleh Anak Terhadap 
                                                          
15Anzi Afrianti W.A, ‚Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 
35/PID.SUS/2012/PN.Jmb Tentang Tindak Membujuk Melakukan Persetubuhan Disertai 
Penganiayaan Anak Dibawah Umur‛ (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2012). 
16Ika Fenny Widiawati, ‚Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Perempuan 
Yang Membujuk Anak Laki-Laki Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 815 
K/PID.SUS/2014)‛ (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2016). 


































Anak (Studi Kasus No.10/Pid.Sus.Anak2016/PN.Sgm).‛17 Skripsi ini 
menganalisis pertimbangan hakim terhadap persetubuhan dengan 
kekerasan oleh anak terhadap anak. Pelakunya seorang anak dan 
korbannya juga seorang anak. Penulis meninjaunya secara yuridis tanpa 
menggunakan teori hukum pidana Islam.   
5. Skripsi dengan penulis Annas Arif Bachtiar Amanullah, mahasiswa 
fakultas hukum Universitas Hasanuddin, berjudul ‚Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Yang Memaksa Anak 
Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Nomor: 08/ Pid.Sus/ 2016/ PN. 
MRS).‛18 Skripsi ini menganalisis pertimbangan hakim menggunakan 
teori hukum positif dan putusannya sesuai denganpasal yang didakwakan.  
Beberapa uraian judul skripsi tersebut, penulis menunjukan bahwa  
pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa 
skripsi di atas. Pembahasan skripsi penulis yaitu mengkaji tentang 
pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Putussibau 
Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts tentang delik turut serta dalam tindak pidana 
persetubuhan anak.  
Penulis mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 
1/Pid.Sus/2016/PN Pts, sebab dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan 
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 Hartina, ‚Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan 
Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus No.10/Pid.Sus.Anak2016/PN.Sgm)‛ (Skripsi--
Universitas Hasanuddin, 2018). 
18
 Annas Arif Bachtiar Amanullah, ‚Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ancaman 
Kekerasan Yang Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Nomor: 
08/Pid.Sus/2016/PN.MRS)‛ (Skrips--Universitas Hasanuddin, 2017). 


































hukuman memakai aturan umum dalam KUHP yang semestinya hakim 
menggunakan aturan yang lebih khusus.  
Perbedaan pembahasan pada skripsi ini dengan pembahasan skripsi 
terdahulu yakni dalam skripsi ini membahas pertimbangan hukum hakim 
dalam delil turut serta tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Jadi dalam 
skripsi ini pelakunya tidak hanya satu orang, melainkan lebih dari satu orang. 
Pelakunya berjumlah empat orang dan para pelaku ini memaksa korban 
untuk melakukan persetubuhan. Hakim menjatuhkan hukuman dalam 
putusan tersebut mengesampingkan aturan khusus yaitu Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Persamaan skripsi yang 
ini dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang tindak 
pidana persetubuhan. 
 
D. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah, skripsi ini bertujuan: 
1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 
1/Pid.Sus/2016/PN Pts tentang delik turut serta dalam tindak pidana 
persetubuhan anak. 
2. Mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum 
hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts tentang delik turut 
serta dalam tindak pidana persetubuhan anak. 
  


































E. Kegunaan Hasil Penelitian  
Penulis berharap, semoga penelitian ini dapat memberi beberapa 
manfaat sebagai berikut: 
1. Dari segi teoritis, dapat dijadikan sebagai referensi/ kajian ilmiah yang 
dapat menambah pengetahuan tentang penyertaan yang berkaitan dengan 
persetubuhan anak.  
2. Dari segi praktisi, dapat dimanfaatkan sebagai penyumbangan pikiran 
untuk penegak hukum dalam memvonis hukuman terhadap pelaku yang 
korbannya seorang anak serta dapat memberikan informasi hukum bagi 
masyarakat untuk memberi perlindungan hukum bagi anak-anak. 
 
F. Definisi Operasional 
Agar dapat mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, penulis 
akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, yaitu: 
1. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fikih jinayah yaitu 
segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal 
yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, sebagai hasil dari pemahaman 
atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur’an dan 
Hadis.
19
Sedangkan definisi yang dipakai penulis sebagai alat untuk 
menganalisis adalah teori tentang jari>mah yang berkaitan dengan h{udu>d. 
2. Delik turut serta tindak pidana persetubuhan anak bahwa orang yang 
terlibat dalam tindak pidana ini lebih dari satu orang.  Dalam istilah lain 
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Zainuddin A. Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1. 


































yaitu turut serta melakukan tindak pidana. Turut serta tindak pidana 
dalam hal ini yaitu empat orang melakukan persetubuhan terhadap anak.  
Jadi maksud dari judul ini adalah untuk meneliti pertimbangan hukum 
hakim terhadap putusan Nomor 01/Pid.Sus/2016/PN Pts tentang delik turut 
serta dalam tindak pidana persetubuhan anak yang kemudian dianalisis pula 
dalam hukum pidana Islam. 
 
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang ilmiah, terencana, 
terstruktur, dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, baik tujuan 
teoritis maupun praktis.
20
 Dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah 
putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 01/Pid.Sus/2016/PN Pts yang 
berkaitan dengan delik turut serta dalam tindak pidana persetubuhan yang 
dilakukan oleh empat pemuda kepada seorang anak.  
1. Data yang Dikumpulkan 
a. Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 01/Pid.Sus/2016/PN Pts. 
b. Pandangan Hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri 
Putussibau Nomor 01/Pid.Sus/2016/PN Pts yang berkaitan dengan 
delik turut serta dalam tindak pidana persetubuhan anak. 
c. Literatur tentang turut sera tindak pidana persetubuhan.  
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 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya (Jakarta: 
Grasindo, 2010), 5. 


































2. Sumber Data 
a. Sumber primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri 
Putussibau Nomor 01/Pid.Sus/2016/PN Pts yang diperoleh langsung 
dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 
b. Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh 
melalui bahan pustaka guna memberi penjelasan terhadap 
sumber primer.
21
 Sumber data ini bersifat tidak langsung yang 
mempunyai sifat sebagai pendukung untuk melengkapi penelitian ini, 
data yang dimaksud adalah: 
1) Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, 
Jakarta: Rajawali Pers, 2011.  
2) M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan 
Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
Jakarta: Sinar Grafika, 2013. 
3) Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Kencana, 2013. 
4) A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam 
Islam), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.  
5) Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 
2012. 
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Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum  (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 23. 


































3. Teknik Pengumpulan Data  
a. Kajian pustaka, sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian 
pustaka, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai 
referensi buku terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian 
memilih sumber data kepustakaan yang sesuai dengan masalah yang 
dibahas.  
b. Studi dokumentasi, yakni cara mengumpulkan data yang tidak 
langsung ditujukan pada subyek penelitian melalui dokumen. Dokumen 
yang penulis teliti yaitu putusan direktori Mahkamah Agung putusan 
Nomor 01/Pid.Sus/2016/PN Pts tentang pertimbangan hukum hakim 
tentang delik turut serta tindak pidana persetubuhan anak. 
4. Teknik Pengolahan Data 
Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan tahapan 
sebagai berikut:  
a. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang 
diperoleh secara cermat untuk mengurangi kesalahan dan 
kekurangan.
22
 Tahapan dalam hal ini yaitu memeriksa kembali 
Direktori putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Putussibau 
Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2016/PN Pts tentang kajian hukum pidana 
Islam terhadap pertimbangan hukum hakim terhadap delik turut serta 
dalam tindak pidana persetubuhan anak.  
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 Cholid Narbuko,  Metodologi Penelitian  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 153. 


































b. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis.23 Seperti Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pendapat 
para ahli hukum pidana, serta beberapa karya tulis yang terkait dengan 
turut serta tindak pidana persetubuhan anak. 
c. Analizing, yaitu melakukan analisis sejumlah data yang masih mentah 
menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan.
24
 Penguraian suatu 
pokok atas berbagai penelaahan untuk memperoleh pemahaman yang 
tepat yakni berupa Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts.   
5. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis 
catatan hasil dokumentasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk 
meningkatkan pemahaman penelitian terhadap kasus yang diteliti dan 
menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.
25
 Langkah setelah data 
terkumpul yakni dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan semua data secara jelas kemudian 
dianalisis menggunakan Undang-undang yang sesuai. Data-data berupa 
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts dan literatur yang berkaitan 
dengan delik turut serta persetubuhan anak dianalisis menggunakan pola 
pikir deduktif yaitu pola pikir yang berawal dari variabel bersifat umum 
kemudian diaplikan pada variabel yang bersifat khusus.
26
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 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72. 
24
 Ibid., 73. 
25
Lexy J. Moelang, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 248. 
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 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum..., 107. 


































H. Sistematika Pembahasan 
Penyusunan skripsi berjudul ‚Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap 
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts tentang Delik Turut Serta dalam 
Tindak Pidana Persetubuhan Anak‛ diperlukan adanya suatu sistematika 
pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini adalah sebagai 
berikut:  
Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yaitu gambaran umum yang 
terdiri dari beberapa sub bab yakni Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan 
Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan 
Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika 
Pembahasan.  
Bab kedua berisi landasan teori tentang Hukum Pidana Islam yaitu 
berupa konsep delik turut serta tindak pidana persetubuhan dalam hukum 
pidana Islam.  
Bab ketiga memuat data dari putusan PN Putussibau yaitu putusan 
Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts. Dalam bab ini 
penulis akan mendeskripsikan/menarasikan kasus turut serta tindak pidana 
persetubuhan anak dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam 
menentukan hukuman tersebut.   
Bab keempat memberikan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam 
hukum positif dan pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan 
hukum hakim tentang turut serta tindak pidana persetubuhan anak pada 
putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pi.Sus/2016/PN Pts.  


































Bab kelima sebagai bab terakhir menjadi penutup yang berisi 
kesimpulan dan saran. Dalam Bab ini penulis memberikan kesimpulan dari 
beberapa bab sebelumnya tentang isi pokok bahasan dan memberikan saran 
kepada berbagai pihak aparat penegak hukum tertutama para penegak hukum 
di Pengadilan Negeri Putussibau. 
 

































DELIK TURUT SERTA  PERSETUBUHAN DALAM HUKUM PIDANA 
ISLAM 
 
A. Delik (Jari>mah) dalam Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian Delik (Jari>mah) 
Jari>mah adalah suatu peristiwa pidana, tindakan atau perbuatan 
pidana, yang merugikan orang lain, baik secara fisik, harta benda, 
keamanan, dan lain sebagainya. yang dalam hukum pidana positif dikenal 
dengan istilah delik, atau tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan 
sebagai jari>mah atau delik jika perbuatan tersebut menyebabkan kerugian 
pada pihak lain, baik berbentuk material (fisik) maupun non materi (non 
fisik) seperti ketenangan, ketentraman, harga diri dan sebagainya.
1
   
Pengertian jari>mah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-
Mawardi adalah sebagai berikut:
2
 
 و  ًٍ  ٍىػ  ٍكى ٌو ىًا ى ٍػ ىا ىا ى ىػ  ي ى ىوىز ه صَّ ًا ٍى  هت ىر ٍي ٍى  ـي ًء ىٍى ى  
‚Jari>mah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang 
diancam hukuman h}add atau ta’zi>r.‛ 
 
Larangan hukuman dapat terwujud dengan menjalankan perbuatan 
yang dilarang dan meninggalkan yang diperintahkan. Orang yang 
melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang 
                                                          
1
 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan 
Kajian Hukum Pidana Islam  (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 45. 
2
 Abu al-Hasan al-Mawardi, Ah}ka>m al-S}ult}ha>ni>yah (Mesir: Maktabah Musthafa al-Baby al-
Halaby, 1973), 219. 
 






































2. Unsur-unsur Jari>mah  
Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-
unsurnya telah terpenuhi. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa 
unsur-unsur umum jari>mah ada tiga macam:  
a. Unsur formal (  لْ عِ لْ شَ لْا  رُ لْ رُ لْا ) yaitu adanya nash (ketentuan) yang 
melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Dalam 
unsur ini terdapat lima masalah pokok:  
1) Asas legalitas dalam hukum pidana Islam.  
2) Sumber-sumber aturan-aturan pidana islam.  
3) Masa berlakunya aturan-aturan pidana islam.  
4) Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana islam.  




b. Unsur material (  لْ عِا شَ لْا  رُ لْ رُ لْا ) yaitu adanya tingkah laku yang 
membentuk jari>mah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun 
sikap tidak berbuat (negatif) yang bersifat melawan hukum. Unsur 
materiil ini mencakup antara lain: 
1) Jari>mah yang belum selesai atau percobaan. 
2) Turut serta melakukan jarimah. 
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 Sahid, Pengantar Hukum Pidana Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6. 
4
 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah  (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2006), 29.  


































c. Unsur moral (  لْ عِ شَاشَ لْا  رُ لْ رُ لْا ) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang 
mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas 
tindak pidana yang dilakukan. Pembahasan mengenai unsur 
pertanggungawaban ini berkisar dua masalah pokok:  
1) Pertanggungjawaban pidana. 
2) Hapusnya pertanggungjawaban pidana. 
Unsur-unsur di atas merupakan unsur-unsur yang bersifat umum. 
Artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi 
setiap macam jari>mah (tindak pidana/delik). Jari>mah apapun yang terjadi, 
ketiga unsur tersebut harus terpenuhi.
5
   
Tidak hanya unsur umum, pada tiap-tiap jari>mah juga terdapat 
unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Unsur khusus dalam 
hal ini ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jari>mah) 
tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jari>mah yang satu 
dengan jenis jari>mah yang lainnya. 
 
B. Jari>mah H{udu>d \ 
1. Pengertian H{udu>d  
Jari>mah h{udu>d adalah jari>mah yang diancam dengan hukuman h}add, 
hukuman h}add adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan 
menjadi hak Allah Swt.
6
 H{udu>d adalah suatu pelanggaran dimana 
hukuman khusus dapat diterapkan secara keras tanpa memberikan peluang 
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Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam; Fiqih Jinayah (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 15. 
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untuk dipertimbangkan, baik lembaga, badan, atau seseorang. Dalam 
jurisprudensi Islam, kata h{udu>d dibatasi pada hukuman untuk tindak 
pidana yang disebutkan dalam al-Quran dan al-Sunnah.
7
  
Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku 
kemaksiatan disebut h{udu>d karena hukuman tersebut bermaksud untuk 
mencegah agar orang yang dikenakan hukuman tersebut tidak mengulangi 
perbuatan yang menyebabkan dia dihukum. Artinya ketika aturan yang 
berupa larangan itu ditaati, maka akan berdampak positif pada individu 
dan masyarakat, karena setiap yang dilarang pasti berdampak buruk, 
meskipun secara lahiriyah tidak nampak. Kata h{udu>d juga mengandung 
makna ancaman dan balasan, seperti yang terdapat dalam al-Qur’an surat 
al-Mujada>lah ayat 20: 
 ى ًٌلىذىٍا   ً ى  ًىٰىلكي  ي ىل ي ىرىك ىصَّا  ىفكُّد ىي  ى   ًصَّل  صَّف ً 
‚Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya, 
mereka Termasuk orang-orang yang sangat hina.‛ 
 
Kata h}add juga berarti pemisah antara dua hal atau yang 
membedakan antara sesuatu dengan yang lainnya.
8
 Terdapat dua ciri 
khusus dalam hukuman h}add. Pertama, hukuman h}add tidak mempunyai 
batas terendah dan batas tertinggi karena hukumannya yang sudah 
ditentukan. Kedua, hukuman h}add tidak dapat dihapuskan oleh 
perorangan atau masyarakat yang mewakilinya karena hukuman h}add 
sepenuhnya adalah menjadi hak Allah Swt meski di sisi lain terdapat hak 
manusia, namun tetap yang diutamakan adalah hak Allah.
9
  
                                                          
7
 Sahid, Epistemologi Hukum..., 13. 
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 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1984), 8. 
9
 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam  (Yogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 12. 


































Al-Qur’an dan Sunnah menetapkan hukuman tertentu untuk 
kesalahan-kesalahan tertentu pula. Sayid Sabiq mengkategorikan 
kejahatan-kejahatan yang diancam dengan h{udu>d itu meliputi zina, 
menuduh zina, mencuri, mabuk, merampok, murtad, dan memberontak.
10
 
2. Penerapan H{udu>d  
H{udu>d dipahami sebagai sanksi hukum dan dapat diartikan sebagai 
aturan atau hukum Allah. Aturan hukum itu hanya dapat bermakna dan 
dirasakan manfaatnya apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  
Larangan-larangan yang diperingatkan Allah Swt kepada manusia, 
di dalamnya terdapat bahaya besar bagi manusia dan seluruh agama 
melarangnya. Akan tetapi para penguasa barat berupaya keras agar kaum 
muslimin tidak menerapkan syari’ah agamanya dan mempertahankan 
Undang-undang yang tidak memberlakukan hukuman berat terhadap 
kekejian atau pelanggaran. Bahkan harus diakui beberapa negara muslim 
sendiri menolak memberlakukan sanksi hukum syari’ah dengan alasan 




Hal tersebut sangat disayangkan, karena sebagian tokoh Kristen di 
Mesir sendiri mengakui bahwa hukum Islam adalah hukum yang 
mencakup urusan dunia dan akhirat dan merupakan aturan yang paling 
cocok.  
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Prof. Sami Daud seorang penulis Kristen Mesir dalam tulisannya 
mengemukakan tanggapannya terhadap pernyataan Menteri Kehakiman 
Ahmad Sami Thalat yang menyatakan bahwa Syari’ah akan berlaku 
kepada pemeluk agama Islam saja. Bagi pemeluk agama Kristen akan 
diberlakukan Undang-undang non Syari’ah, sehingga dapat 
mempertahankan persatuan antara umat Islam dan umat Kristen.  
Atas pertimbangan itu ketika hakim memutuskan perkara pencurian 
bagi pelaku yang beragama Islam dapat diterapkan hukum potong tangan, 
sementara pelaku yang beragama Kristen dihukum penjara hanya 
beberapa bulan. Padahal ketentuan syari’ah perlu bagi individu dan 
masyarakat agar masalah-masalah yang ada dapat diperbaiki. Penerapan 
syari’ah tidak merugikan hak-hak orang Kristen dan bagi orang Kristen 
yang menghormati syari’ah berarti menghormati seluruh agama.12  
Penerapan h{udu>d sebagai hal yang penting untuk menghalangi 
orang-orang yang menentang syari’ah yakni orang yang melampaui batas. 
Ketenteraman akan terjamin dalam kehidupan masyarakat. 
3. Asas-asas Jari>mah H{udu>d 
Asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar.
13
 Apabila 
dihubungkan dengan hukum yang dimaksud asas adalah kebenaran yang 
dipergunakan sebagai tumpuan berpikir terutama dalam penegakan dan 
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 Beberapa asas yang dijadikan landasan dalam 
penegakan hukum jari>mah h{udu>d adalah sebagai berikut:  
a. Asas legalitas 
Asas legalitas dalam kejahatan dan hukuman merupakan suatu 
jaminan dasar bagi individu dengan memberi batas batas aktivitas apa 
yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi seorang 
individu dari penyalahgunaan atau kesewenang-wenangan Hakim, 
menjamin keamanan individu dengan informasi apa yang boleh dan 
yang dilarang. Islam berasal dari Allah Swt, sehingga dapat mengerti 
sifat manusia, aspirasi-aspirasinya baik yang sah maupun yang tidak, 
dan tujuan-tujuannya secara lebih tepat. Asas legalitas dalam Islam 
bukan berdasarkan akal manusia, akan tetapi dari ketentuan Allah Swt. 
Allah Swt berfirman dalam QS al-Isra>’ ayat 15:  
 ً ى   ىٰلى ى  ٍ   ىصَّنًَّإى  م ًى  ٍىػ   ً ً ٍىػ ًل  ۖ ٍ ى ىك   صَّ ىض  ىصَّنًَّإى   ُّ  ًى   ى ٍػ ى ىا  ۚ ىىك   يًر ى   هاىًرز ىك  ىرٍزًك 
 ىٰلى  ٍي   ۗ ى ىك   صَّ ي   ى  ً
ًٌ ى ي   ىٰصَّ ى   ى ى ٍػ ىػ   ن ي ىر 
‚Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka 
sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri 
dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi 
(kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat 
memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab 
sebelum Kami mengutus seorang rasul.‛ 
 
Jalan yang sama bahwa Allah Swt tidak menjatuhkan hukuman 
kepada manusia sebelum memberitahukan kepada mereka melalui 
rasul-Nya maka mengikuti ketentuan di atas jelaslah bahwa dalam 
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Perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan 
dilarang, sebelum ada ketentuan yang melarangnya dan ia mempunyai 
kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya 
sehingga ada ketentuan yang melarangnya.  
Semua perkara dan perbuatan dibolehkan sebelum ada ketentuan, 




b. Asas tidak berlaku surut 
Asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana Islam pada 
kenyataannya merupakan konsekuensi dari asas sebelumnya yakni asas 
legalitas. Asas ini berarti bahwa Undang-undang harus berlaku hanya 
bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah diundangkannya 
ketentuan itu. Pentingnya asas ini karena ia melindungi keamanan 




Sebagian Fuqaha, prinsip tidak berlaku surut dapat ditemukan 
dalam syari’at jika mau meneliti ayat-ayat yang berisi aturan-aturan 
pidana dan riwayat-riwayat sebab turunnya. Semua ayat ayat yang 
melarang perbuatan maksiat diturunkan sesudah Islam tersiar. Akan 
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tetapi tidak ada jari>mah yang dijatuhi hukuman sebelum turunnya 
ayat-ayat itu, selain menuduh zina dan perampokan. Hukuman kedua 
jari>mah tersebut dikenakan pula terhadap kasus-kasus yang telah 
terjadi sebelum turunnya ketentuan-ketentuan yang mengenai kedua 
jari>mah tersebut.18  
Menurut Abdul Qadir Audah yang dikemukakan oleh Topo 
Santoso ada dua pengecualian dari asas tidak berlaku surut yaitu 
terhadap kejahatan kejahatan yang membahayakan keamanan dan 
ketertiban umum, seperti sanksi terhadap kedua bentuk jari>mah tadi 
tetap dikenakan karena keduanya merupakan bentuk jari>mah yang 




c. Asas praduga tidak bersalah 
Suatu konsekuensi logis dari berlakunya asas legalitas adalah 
asas praduga tidak bersalah. Menurut asas ini semua perbuatan 
dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu ketentuan 
hukum. Setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan 
jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada 
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Asas praduga tidak bersalah atau dengan kata lain seseorang 
yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah 
sebelum Hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan 
dengan tegas kesalahan itu.
21
 
d. Tidak sahnya hukuman karena keraguan 
Berkaitan erat dengan asas praduga tidak bersalah di atas adalah 
batalnya hukuman dalam adanya keraguan putusan untuk menjatuhkan 
hukuman harus dilakukan atas dasar keyakinan tanpa adanya keraguan 
sedikitpun.  
Abdur Rahman I doi mengatakan bahwa jika ketentuan ini 
diterapkan, niscaya ia akan mengurangi jumlah hukuman h}add di 
negeri-negeri muslim seperti Saudi Arabia. Jika terdapat unsur yang 
meragukan untuk memperkuat dakwaan yang dituduhkan dalam kasus 
pencurian misalnya, maka ditetapkanlah hukuman yang lebih ringan 
dengan ta’zi>r karena keraguan ini berhubungan dengan kriteria atau 
persyaratan hukuman h}add bukan diyakin sepenuhnya sedangkan 
dalam kasus perzinahan kalau ada sedikit keraguan maka bahkan tidak 
dijatuhkan hukuman h}add sama sekali.22  
e. Prinsip kesamaan dihadapan hukum 
Syari’at Islam memberikan tekanan yang besar pada prinsip 
kesamaan dihadapan hukum serta tidak ada perbedaan dan 
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keistimewaan di antara sesama manusia. Allah menegaskan dalam al-
Qur’an surat al-Hujura>t ayat 13: 
 ى   ى ُّػ ى   يس صَّ ل   صَّ  ً  ٍ ي  ى  ٍى ى   ٍ  ً  و ى ىذ  ىٰ ى ٍػ ي ىك  ٍ ي  ى  ٍى ىوىك  ن  ي ي   ى ًا ى ىػ ىك  ي ىر ى ىػ ًل  ۚ صَّف ً  
 ٍ ي ى ى  ٍى   ى  ًٍا  ًصَّا   ٍ ي  ى ٍػ ى   ۚ صَّف ً   ىصَّا   ه   ًىا  ه  ً ى   
‚Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 
disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.‛23 
 
Syariat Islam mengakui pengistimewaan kepada orang-orang 
tertentu tetapi semua manusia sama di hadapannya. Predikat hanya 
diberikan kepada orang yang bertaqwa baik itu dari golongan kecil 
menengah ataupun orang kaya. 
 
C. Persetubuhan ( Jari>mah Zina) 
1. Pengertian Persetubuhan (Zina) 
Persetubuhan dalam hukum pidana Islam apabila belum menikah 




Menurut hukum pidana Islam setiap hubungan seksual yang 
diharamkan disebut zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah 
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berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang 
mukallaf.25  
Para ulama memiliki berbagai definisi tentang zina, di antaranya:  
a. Mazhab Malikiyah, zina diartikan sebagai persetubuhan yang 
dilakukan oleh seseorang terhadap farji manusia (wanita) yang bukan 
miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.  
b. Mazhab Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram 
dalam qubul (kelamin) seorang perempuan yang masih hidup dalam 
keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang 
dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan 
wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.  
c. Mazhab Syafi’iyyah, zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji 
yang diharamkan karena zatnya tanpa adanya syubhat dan menurut 
tabiatnya menimbulkan syahwat.  
d. Mazhab Habilah, zina adalah melakukan perbuatan keji 
(persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.26  
Zina termasuk dalam jari<mah h{udu>d, jari<mah h{udu>d adalah jari<mah 
yang diancam dengan hukuman h}add. H}add atau h{udu>d mencakup seluruh 
atau semua jari>mah, baik h{udu>d sendiri, qis{a>s{, maupun diya>t, karena 
hukuman pada keseluruhannya itu telah ditentukan secara syara’. Berbeda 
halnya dengan yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, beliau menjelaskan 
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bahwa h{udu>d ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak 
Allah. Oleh karena itu, menurutnya, ta’zi<r dan qis{a>s{, tidak termasuk ke 
dalam h{udu>d, karena ta’zi<r itu keputusannnya diambil dari pendapat 
hakim setempat, sedangkan qis{a>s{, merupakan hak sesama manusia dalam 
menuntut balas dan keadilan.
27
  
2. Unsur-unsur Zina 
Perzinahan mempunyai beberapa unsur, di antaranya:  
a. Persetubuhan yang diharamkan  
Persetubuhan yang dianggap sebagai zina persetubuhan pada farji 
wanita bukan istrinya atau hambanya. Ukurannya adalah apabila 
kepala kemaluan telah masuk dalam farji walaupun sedikit juga 
dianggap sebagai zina. Adanya penghalang antara zakar (kemaluan 
laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan) selama penghalangnya tipis 
yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama juga 
dianggap sebagai zina.  
Kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah 
persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Apabila 
persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan 
perkawinan maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina. 
Walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini 
karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan 
karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, seperti 
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menyetubuhi isteri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa 




b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum  
Pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyaratkan mempunyai 
kesengajaan atau niat melawan hukum. Apabila seseorang mengerjakan 
suatu perbuatan dengan disengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa 
perbauatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman 
h}add. Seseorang yang menikah dengan seseorang wanita yang 
sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Apabila 
terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut, 
maka suami tidak dikenai pertanggung jawaban (tuntutan) selama ia 
benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan 
perkawinan dengan suami yang terdahulu.
29
  
3. Macam-macam Zina  dan Hukumannya 
Macam-macam pelaku zina ada dua, yaitu: 
a. Zina muh}s}an  yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali 
ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, istri duda atau 
janda. Hukuman bagi pelaku zina muh}}s}an, yaitu dirajam atau 
dilempari batu sampai ia mati.  
b.  Zina ghayru muh}s}an yaitu zina yang dilakukan orang yang belum 
pernah menikah. Hukuman bagi pelaku zina ghayru muh}}s}an dijilid 
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atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 
tahun.  
Hukuman bagi pelaku zina sesuai dengan firman Allah Swt dalam 
QS.an-Nu>r ayat 2: 
 واى  ٍىو ى ىا  ً  ى ي ٍػ  ً 
و  ً ىك صَّ ي   كي  ًٍو ى  نِ صَّل ىك ي ى ً  صَّل  ۖ ٍف ً ًصَّا   ً ًد  ً ه ى ٍ ىر  ى 
ًًبِ  ٍي  ٍي ٍأى  ى ىك 
  ً ًٍلْ  ًـ ٍىػ ٍل ىك ًصَّا ً  ىف ي  ً ٍيػ   ٍي  ٍي  ۖ ى  ً ً ٍي ٍل  ى  ً ه ى ًا ى   ى ي ىػ  ى ىا  ٍى  ٍى ٍلىك  
‚Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah 
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah 
belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk 
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan 
hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.‛30 
 
Menurut Jumhur ulama, h}add  bagi pezina yang lajang adalah didera 
100 (seratus) kali dan diasingkan selama setahun. Zina yang dapat 
menyebabkan hukuman h}add adalah ketika ujung kepala zakar sudah 
masuk di dalam kemaluan wanita yang diharamkan, meskipun tidak 
sampai mengeluarkan sperma. Adapun jika hanya bercumbu di selain 
kemaluan, maka tidak diberlakukan hukum h}add, tetapi yang diwajibkan 
adalah hukuman ta’zi>r. 31  
Hal-hal yang dapat menggugurkan hukum h}add: 
a. Adanya bukti-bukti yang menunjukan terdakwa tidak mungkin berzina. 
Jika muncul hal-hal yang bisa memastikan seorang pria atau wanita 
tidak mungkin berbuat zina, seperti wanita yang masih perawan dan 
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tertutup rapat kemaluanya dan pria yang telah dikebiri atau impoten, 
maka gugurlah hukuman h}add atasnya.  
b. Adanya pembelaan terdakwa yang dapat diterima Imam  
c. Terdakwa menunjukan kesungguhan taubatnya.  
d. Berzina karena dipaksa (diperkosa). Pria atau wanita yang dipaksa 
berbuat zina tidak dijatuhi hukuman h}add.   
e. Berhubungan Intim dengan pasangan yang keliru. Jika seorang wanita 
dibawa kepada seorang pria yang baru saja menikah,sementara 
seseorang mengatakan kepada pria tersebut: ‛Inilah Istrimu‛, hingga 
akhirnya pria itu menggaulinya dengan keyakinan bahwa ia adalah 
istrinya. Maka menurut kesepakatan Ulama, pria tadi tidak dikenakan 
hukuman h}add zina.32 
Pelaku jari<mah zina dapat dikenai hukuman h}add apabila 
perbuatanya telah dapat dibuktikan. Cara pembuktian dapat dilakukan 
dengan mendatangkan empat orang saksi, jika tidak maka dengan 
pengakuan dan qari>nah. Para ulama telah sepakat bahwa jari<mah zina 
tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi. Apabila saksi itu 
kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini 
apabila pembuktianya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada 
bukti-bukti yang lain sesuai dalam QS. al-Nisa >’ ayat 15: 
 ٍ  ً ى ى  ً ى ٍل  ى  ًٍأى   ً صَّ ل ىك  ٍ ي  ٍ ًن ى ىػ ٍرى  صَّ  ً ٍى ىا  كي  ً ٍى  ٍ ى   ٍي ًا ى  ً ۖ صَّ ي  ي  ً ٍىأى   كي  ًى  ٍفًإى 
 ن   ً ى  صَّ يى  يصَّا  ى ى ٍى  ٍكى  يت ٍى ٍل  صَّ ي  صَّ ى ىػ ىػ  ىٰصَّ ى  ًت ي يػ ٍل   ً 
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‚Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, 
hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang 
menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi 
persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam 
rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah Swt 




Pemaparan di atas dapat diperjelas apabila tidak dapat 
mendatangkan empat orang saksi untuk membuktikan adanya zina, maka 
hukuman h}add tidak dapat dikenakan, kecuali dia mengakui perbuatannya 
sendiri.  
 
D. Turut Serta dalam Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian Turut Serta  
Secara etimologis, turut serta dalam bahasa Arab adalah al-ishtira>k. 
Turut serta dalam hukum pidana Islam disebut al-ishtira>k fi> al-jari>mah 
atau ishtira>k al-jari>mah. Apabila dikaitkan dengan pidana seperti 




Secara terminologis, turut serta berbuat jari>mah yaitu melakukan 
jari>mah secara bersama-sama, baik adanya kesepakatan, kebetulan, 
menghasut, menyuruh, memberi bantuan, dan lain-lain.  
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Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa pelaku jari>mah 
setidaknya minimal ada dua, baik disepakati bersama, kebetulan, sama-
sama melakukan, atau memberi fasilitas terjadinya suatu jari>mah.35 
2. Bentuk Turut Serta Melakukan Jari>mah 
Adakalanya suatu jari>mah dilakukan oleh seseorang dan adakalanya 
dilakukan oleh banyak orang. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh  
beberapa orang maka bentuk kerjasama  di antara mereka adalah: 
a. Pembuat melakukan jari>mah bersama orang lain, artinya jari>mah 
dilakukan bersama-sama secara kebetulan. 
b. Adanya kesepakatan antara pembuat dengan orang lain dalam 
melakukan jari>mah. 
c. Pembuat menyuruh orang lain untuk melakukan jari>mah. 
d. Adanya pemberian bantuan atau kesepakatan untuk melakukan jari>mah 
dengan segala cara tanpa turut berbuat.
36
 
Fuqaha membedakan antara turut berperan secara langsung dengan 
berbuat tidak langsung yaitu: 
a. Pelaku yang turut berbuat secara langsung disebut dengan sha>rik 
muba>shir, sedangkan perbuatannya disebut ishtira>k muba>shir. 
b. Pelaku yang tidak turut berbuat secara langsung disebut sha>rik 
mutasabbib, sedangkan perbuatannya disebut ishtira>k bi al-tasabbub. 
Perbedaan di atas yaitu pada orang pertama menjadi kawan nyata 
dalam melakukan jari>mah,  sedangkan yang menjadi sebab adanya jari>mah 
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yaitu orang kedua. Meskipun karena janji-janji menyuruh menghasut atau 




Dalam firman Allah surat an-Nisa’ ayat 16 yaitu: 
 ىيهُكيذآى   ٍي  ٍ ً  ىًنِ ى ً ٍأى  ًف ى صَّ ل ىك ۖ ى ي ٍػ ىا  يًض ٍاىأى   ىحى ٍصى ىك  ى  ى  ٍفًإى   ۗ  ن   ًىر  ن  صَّ ىػ  ىف ى  ىصَّا  صَّف ً  
‚Dan terhadap dua orang melakukan perbuatan keji di antara kamu 
maka beri hukuman untuk keduanya kemudian jika keduanya 
bertaubat dan memperbaiki diri maka biarkan mereka 
Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan maha 
penyayang.‛38 
 
3. Jenis-jenis Turut Serta  
a. Turut serta berbuat jari>mah  secara langsung 
Turut serta secara langsung dapat terjadi apabila orang-orang 
yang melakukan jari>mah dengan nyata. Pengertian melakukan jari>mah 
dengan nyata yaitu tiap orang yang turut serta masing-masing telah 
mengambil bagian secara langsung meskipun tidak sampai selesai. Jadi 
hanya dianggap sebagai turut serta langsung jika seseorang melakukan 
perbuatan yang dianggap sebagai permulaan pelaksanaan jari>mah itu. 
Misalnya ada dua orang yaitu A dan B  ingin membunuh C. A 
memukul tengkuk leher C dengan kayu kemudian pergi, edangkan B 
meneruskan sampai C mati. A tidak turut menyelesaikan jari>mah 
tersebut akan tetapi A telah melakukan permulaan pelaksanaan jari>mah 
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pembunuhan. A dianggap sebagai sha>rik muba>shir  atau orang yang 
turut serta secara langsung.
39
  
Selesai atau tidak dalam melakukan jari>mah, maka jari>mah 
tersebut tidak dapat mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang 
turut berbuat langsung. Hal yang berpengaruh yaitu pada hukumannya. 
Jika jari>mah itu selesai dan berupa jari>mah h}add maka perbuatan itu 
dihukum h}add, tetapi apabila tidak selesai maka hanya dihukum 
ta’zi>r.40  
Para Fukaha mempersamakan hukumannya baik turut berjuang 
langsung maupun turut berjuang tidak langsung, meskipun pembuat 
tidak turut melakukan sendiri unsur jari>mah.  
Mayoritas fuqaha yakni Malik, Ahmad bin Hambal, Abu 
Hanifah, Syafi'i, al- Thawri, dan Abu Thawr mengatakan apabila 
beberapa orang melakukan pembunuhan terhadap satu orang maka 
mereka harus dibunuh. Pendapat ini merupakan pandangan dari ‘Umar 
bin Khatta>b. Beliau pernah mengatakan: 
 ن ٍػ ًىجَ  ٍي يػ  ٍىػ ى ىلىء  ى ٍػ ىص ي  ٍ ى   ً ٍى ىا ى ى   ىىتَ  ٍىل 
‚Seandaianya penduduk San’a> bersepakat membunuh seseorang, 
saya akan membunuh mereka semuanya.‛41 
 
Adakalanya turut serta langsung dilakukan secara kebetulan 
bahkan direncanakan. Hal yang dilakukan secara kebetulan disebut 
tawa>fuq. Misalnya A bertengkar dengan B, tiba-tiba ada  C yang 
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kebetulan lewat dan memiliki dendam kepada B. Perut B ditusuk 
menggunakan pisau oleh C sampai meninggal. Sebelumnya A dengan 
C tidak ada kesepakatan. Mereka bersama-sama membunuh B. 
Kerjasama yang dilakukan secara terencana disebut tama>lu’. Misalnya 
ada A yang bersepakat dengan B membunuh C. C diikat oleh A 
kemudian C dipukul hingga meninggal oleh B. A dan B dapat dianggap 
sebagai pelaku yang turut serta secara langsung.
42
 
Tawa>fuq merupakan beberapa orang yang melakukan kejahatan 
secara bersama tanpa adanya kesepakatan. Kejahatan itu dapat terjadi 
karena pengaruh psikologis dan pikiran yang datang tiba-tiba. Seperti 
kejahatan ketika berlangsungnya demonstrasi yang tanpa direncanakan 
sebelumnya untuk melakukan kejahatan. Kasus seperti ini para pelaku 
hanya bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing.  
Tama>lu’ merupakan kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari 
satu orang dengan adanya rencana terlebih dahulu. Contoh tama>lu’ 
yaitu seperti pembunuhan oleh sekelompok yang telah direncanakan 
ada yang mengikat dan ada yang memukul atau menembak maka 
mereka semua bertanggung jawab atas kematian si korban.
43
 
Para pelaku pada tama>lu’ yang bersepakat melakukan jari>mah itu 
dan menginginkan jari>mah itu terwujud serta saling membantu dalam 
melaksanakannya. Apabila terdapat dua orang yang bersepakat 
membunuh orang ketiga, kemudian dua orang tersebut pergi lantas 
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yang satu mengikat orang ketiga dan yang lain memukul kepalanya 




Para fukaha mengadakan pemisahan apakah kerja sama dalam 
mewujudkan tindak pidana terjadi secara kebetulan (tawa>fuq), atau 
memang sudah direncanakan bersama-sama sebelumnya (tama>lu’). 
Pertama para peserta berbuat karena dorongan pribadinya dan 
pikirannya yang timbul ketika itu, seperti yang sering terjadi pada 
kerusuhan atau perkelahian secara keroyokan. Kasus seperti ini, 
pertanggungjawaban mereka bergantung kepada perbuatannya masing-
masing, sesuai dengan kaidah: ‚Setiap orang yang turut serta berbuat 
jari>mah dalam keadaan tawa>fuq dituntut berdasarkan perbuatannya 
masing-masing.‛45 
b. Turut serta secara tidak langsung  
Turut serta tidak langsung, menurut Ahmad Hanafi adalah 
sebagai berikut: ‚setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan 
orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum atau 
menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dengan 
disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh serta memberi 
bantuan.‛46 
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Turut berbuat jari>mah yang tidak langsung adalah seperti orang 
yang menyuruh orang lain untuk membunuh orang ketiga. Menurut 
para ulama dalam kasus ini di kalangan mazhab Maliki, Syafi’i, dan 
Ahmad, orang yang menyuruh itulah yang dianggap sebagai pelaku 
pembunuhan. Hal ini dikarenakan orang yang disuruh itu hanyalah alat 
yang digerakkan oleh si penyuruh.
47
 
Turut serta tidak langsung bisa terjadi dengan jalan adanya 
kesepakatan (kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya maka tidak ada 
turut berbuat), adanya menghasut atau membujuk (bujukan itu menjadi 
pendorong untuk dilakukannya tindak pidana), dan adanya memberi 
bantuan (si pembantu tindak pidana ini hanya menolong pelaku dengan 
perbuatan-perbuatan  tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan 
terlarang atau sebagai pelaksanaan terhadap perbuatan itu). Orang 
yang menghasut ini adalah orangtua terhadap anaknya, atau guru 
terhadap muridnya, maka hal itu dianggap sebagai paksaan.
48
  
Turut berbuat jari>mah tidak langsung (ishtira>k ghayr al-
muba>shir) adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan 
orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau 
menyuruh orang lain, atau memberikan bantuan dalam perbuatan 
tersebut dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh 
serta memberi bantuan. Adanya keterangan tersebut kita mengetahui 
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1) Adanya perbuatan yang dapat dihukum terwujudnya turut serta 
tidak langsung, disyaratkan adanya perbuatan yang dapat dihukum. 
Perbuatan tersebut tidak perlu harus selesai melainkan cukup 
walaupun baru percobaan saja juga tidak disyaratkan pelaku 
langsung harus dihukum pula.  
2) Adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan sikapnya itu 
dapat terjadi. Terwujudnya turut serta tidak langsung, juga 
disyaratkan adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan 
persepakatan, suruhan atau bantuannya itu perbuatan itu dapat 
terjadi. Apabila tidak ada tindak pidana (jari>mah) tertentu yang 
dimaksud, maka orang tersebut dianggap turut berbuat dalam semua 
tindak pidana (jari>mah) yang terjadi apabila tindak pidana telah 
ditentukan tetapi yang terjadi bukan tindak pidana yang telah 
ditentukan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat turut berbuat 
dengan cara disepakati yang dapat dijatuhi hukuman. 
3) Perbuatan dapat diwujudkan dengan kesepakatan, memberi bantuan, 
dan menyuruh. Turut berbuat tidak langsung atau ishtira>k ghayr al-
muba>shir bisa terjadi dengan jalan:50 
a) Persepakatan, terjadi karena adanya saling pengertian dan 
kesamaan kehendak untuk melakukan keadaan jari>mah. Jari>mah 
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yang terjadi harus merupakan akibat dari persepakatan itu, dan 
apabila tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka tidak ada turut 
berbuat jari>mah. Apabila seseorang dengan orang lain telah 
sepakat mencuri kambing kemudian pemilik kambing dipukul 
oleh pembuat langsung atau mencuri kambing yang bukan milik 
orang yang dituju maka tidak ada persepakatan atas jari>mah yang 
telah terjadi. Berarti persepakatan itu tidak dapat dihukum 
karena persepakatan itu sendiri merupakan perbuatan maksiat. 
Terjadinya turut berbuat suatu jari>mah maka harus dari akibat 
persepakatan. Imam Malik berpendapat apabila ada kesepakatan 
antara satu orang dengan orang lain, yang satu menjadi pembuat 
langsung sedang yang lain tidak berbuat tetapi hanya 
menyaksikan pelaksanaan jari>mah itu maka orang yang 
menyaksikan dianggap sebagai kawan berbuat langsung. 
b) Menyuruh, maksudnya menyuruh orang lain untuk melakukan 
suatu jari>mah dan membujuk menjadi pendorong untuk 
melakukan jari>mah. 
c) Memberi bantuan, maksud dari memberi bantuan kepada orang 
lain dalam melaksanakan jari>mah hal ini dianggap kawan berbuat 
tidak langsung, meskipun sebelumnya tidak ada kesepakatan. 
Seperti hanya mengamati jalan agar memudahkan pencurian. 
Perbedaan memberi bantuan dengan pembuat aslinya adalah 
pembuat asli merupakan orang yang mencoba melakukan 


































pekerjaan yang dilarang. Memberi bantuan tidak berbuat tetapi 
hanya menolong pembuat asli dengan perbuatan yang tidak ada 
sangkutnya dengan perbuatan yang dilarang.
51
 
c. Perhatian fuqaha terhadap turut serta jari>mah 
Para Fuqha hanya membicarakan hukum turut berperan langsung, 
sedangkan hukum turut berbuat tidak langsung tidak disinggung. Hal 
ini dikarenakan menurut syariat Islam hukuman telah ditentukan hanya 
dijatuhkan atas orang yang turut berbuat langsung bukan orang yang 
turut berbuat tidak langsung. Aturan itu telah diterapkan secara teliti 
oleh Imam Abu Hanifah.  
Fuqaha yang lain mengecualikan jarimah pembunuhan 
penganiayaan dan ketentuan aturan umum yakni kedua jari>mah ini, 
baik pembuat langsung maupun pembuat tidak langsung dijatuhi 
hukuman. Kedua jari>mah tersebut dapat dikerjakan secara langsung 
dan tidak langsung sesuai dengan sifat dari jari>mah itu sendiri. Apabila 
kita berpegang seluruhnya terhadap aturan tersebut maka banyak 
pembuat tidak langsung akan terhindar dari hukuman, padahal 
pembuat tidak langsung sebenarnya turut serta melakukan jari>mah 
tersebut seperti pembuat langsung.
52
  
Sesuai dengan aturan tersebut pembuat tidak langsung yang turut 
melakukan jari>mah diancam hukuman tertentu, maka tidak dikenakan 
hukuman itu sendiri karena hukuman itu hanya diberikan kepada 
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pembuat langsung. Kata lain turut berbuat tidak langsung yang 
termasuk jari>mah ta'zi>r meskipun perbuatan yang dilakukan termasuk 
jari>mah h{udu>d, qis{a>s{, maupun diya>t.  
Para Fuqaha tidak membicarakan secara khusus tentang ‚turut 
berbuat tidak langsung‛, karena perbuatan tersebut bukan jari>mah 
h{udu>d, qis{a>s{. Jari>mah h}udu>d qis{a>s{ yang mendapat perhatian dari 
mereka, sebab jari>mah ini dapat terjadi dengan berbuat langsung atau 
tidak langsung. Pembicaraan dari mereka dapat diambil aturan tentang 




d. Pertalian antara perbuatan langsung dengan perbuatan tidak langsung  
Perbuatan langsung jika berkumpul dengan perbuatan tidak 
langsung dalam satu jari>mah, menurut deskripsi Muslich54 dengan 
mengutip pandangan Awdah, pertalian antara keduanya ada tiga, yaitu:  
1) Perbuatan tidak langsung lebih kuat daripada perbuatan langsung 
apabila perbuatan langsung tidak berlawanan dengan hukum. 
Seperti halnya memberikan persaksian palsu yang menyebabkan 
putusan hakim untuk memvonis hukuman mati kepada tersangka. 
Memberikan persaksian palsu adalah perbuatan tidak langsung. 
2) Perbuatan secara langsung lebih kuat daripada perbuatan tidak 
langsung apabila perbuatan langsung memutus daya kerja perbuatan 
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tidak langsung. Seperti halnya orang menjatuhkan orang lain ke 
jurang, kemudian orang ketiga datang dan membunuh orang 
tersebut dalam jurang.  
3) Perbuatan keduanya tersebut seimbang. Hal ini dapat terjadi karena 
daya kerja keduanya sama kuat seperti orang memaksa orang lain 
melakukan pembunuhan. Orang yang memaksa adalah yang 
menggerakkan pelaku langsung untuk membunuh. Apabila tidak ada 
orang yang memaksa, orang kedua tidak akan berbuat, namun jika 




Menurut Imam Malik dan beberapa ulama mazhab Hambali, 
orang yang menahan maupun yang membunuh langsung, keduanya 
dianggap sebagai pembunuh langsung. Perbuatan langsung dan tidak 
langsung tersebut sama-sama menimbulkan kematian korban/akibat 
perbuatan jari>mah tersebut. Apabila salah satu dari keduanya tidak 
ada, perbuatan itu tentu tidak menimbulkan kematian. Perbedaannya 
bukan kepada siapa pembuat langsung dan siapa pembantu, akan tetapi 
apakah perbuatan tidak langsung tersebut sama dengan perbuatan 
langsung atau tidak.  
Meskipun kawan berbuat mengurungkan hasutan atau 
persepakatan maupun bantuannya, tetapi suatu jari>mah terjadi dari 
pembuat langsung, maka kawan berbuat tidak dapat dihukum. Hal 
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yang telah diperbuatnya tidak menjadi sebab terjadinya jari>mah. 
Khusus mengenai hasutan, kawan berbuat baru dimaafkan apabila 
penghasut dapat menunjukkan bahwa dia telah menghapuskan 
pengaruh atas terjadinya jari>mah.56 
e. Pertalian sebab akibat antara turut berbuat dengan jari>mah 
Turut berbuat dianggap ada apabila ada pertalian sebab akibat 
dengan terjadinya jari>mah. Bentuk turut berbuat terdapat kesepakatan, 
maka jari>mah yang terjadi merupakan akibat dari persepakatan 
tersebut, begitu juga pada cara turut berbuat lainnya. Apabila 
seseorang karena tipu muslihatnya membawa orang lain pergi ke suatu 
tempat, supaya di tempat itu orang ketiga dapat membunuhnya, tetapi 
orang ketiga tidak muncul di tempat yang ditentukan, kemudian orang 
pertama membiarkan orang kedua pulang ke rumahnya.  
Seseorang karena tipu muslihatnya membawa orang lain pergi ke 
tempat tertentu, agar di tempat itu orang ketiga dapat membunuhnya, 
akan tetapi orang ketiga tersebut tidak muncul di tempat yang telah 
ditentukan itu, kemudian orang pertama membiarkan orang kedua 
pulang ke rumahnya. Orang ketiga ini mengetahui apa yang terjadi 
kemudian orang ketiga ini pergi ke rumah orang kedua dan 
membunuhnya di rumah itu, maka orang pertama yang menghasutnya 
tadi tidak dianggap sebagai kawan berbuat/ pemberi bantuan, karena 
tidak ada pertalian sebab akibat antara perbuatannya dengan jari>mah 
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yang terjadi, meskipun ada kualifikasi lain orang pertama dapat 
dijatuhi hukuman.  
1) Turut berbuat tidak langsung dengan jalan tidak berbuat 
Bentuk turut berbuat tersebut yaitu persepakatan dan hasutan 
(perbuatan nyata). Memberi bantuan tidak langsung memang berupa 
sikap tidak berbuat seperti orang melihat sekelompok penjahat yang 
membunuh orang lain, kemudian orang tersebut hanya melihat dan 
mendiamkannya serta tidak menyelamatkannya.  
Menurut kebanyakan Fuqaha, mendiamkan pada contoh 
tersebut tidak dianggap memberi bantuan kepada pembuat jari>mah 
meskipun dapat dianggap bantuan dari segi moril namun tidak bisa 
dianggap bantuan perbuatan tidak langsung dari segi kepidanaan. 
Pemberian bantuan dapat dihukum apabila saling mengerti antara 
pemberi bantuan dengan pembuat langsung dan jari>mah yang terjadi 
dikehendaki oleh pemberi bantuan tersebut. Berdiam diri pada 
contoh tersebut dikarenakan takut dan tidak menghendaki jari>mah 
yang terjadi. 
Fuqaha lainnya membedakan antara orang yang sanggup 
menahan terjadinya jari>mah atau menyelamatkan korban dengan 
orang yang tidak sangup. Orang yang sanggup maka dapat dituntut 
dari segi kepidanaan sebagai peserta dan pembantu, sedangkan 
orang yang tidak sanggup ia tidak dapat disalahkan karena tidak 
bisa berbuat lain. 


































2) Turut berbuat ‚sadar kemungkinan akibat‛  
Kawan berbuat diharuskan mempertanggungjawabkan 
terhadap jari>mah yang diperbuat oleh pembuat asli, meskipun 
jari>mah tersebut lebih besar daripada yang dimaksud oleh kawan 
berbuat. Apabila seseorang menyuruh orang lain memukul pelan ke 
orang ketiga namun pukulannya tersebut sangat kuat hingga 
mengakibatkan kematian, maka orang pertama sebagai kawan 
berbuat tidak saja bertanggung jawab atas pemukulan tersebut saja, 
tetapi atas kematian semi sengaja karena kematian korban adalah 
hal yang mungkin terjadi dalam pemukulan tersebut.
57
 
f. Hukuman penyertaan dalam hukum pidana Islam 
1) Hukuman bagi pelaku turut serta melakukan jari>mah 
Terjadinya turut serta berbuat langsung yaitu apabila 
seseorang melakukan perbuatan yang dianggap permulaan 
pelaksanaan jari>mah yang cukup dianggap maksiat, jika seseorang 
melakukan percobaan jari>mah tidak selesai atau selesai, maka 
tindakannya berpengaruh pada hukuannya bukan berpengaruh pada 
orang ikut serta langsung. Tetapi apabila  jari>mah yang dikerjaan itu 
selesai dan jari>mahnya berupa h}add, maka pelaku dijatuhi hukuman 
ha}dd, dan sebaliknya jika tidak selesai maka pelaku dijatuhi 
hukuman ta’zi>r.58  
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Menurut syariat Islam, banyak atau sedikit atau banyaknya 
pembuat jari>mah tidak berpengaruh pada besarnya hukuman yang 
dijatuhkan. Apabila masing-masing melakukan jari>mah sendiri, 
meskipun masing-masing ketika bersama-sama dengan lainnya tidak 
melakukan semua bagian dari perbuatan yang menimbulkan akibat 
yang terjadi.  
Masing-masing dalam jari>mah dapat terpengaruh oleh keadaan 
dirinya sendiri. Seperti cara terjadinya perbuatan, keadaan dan 
niatnya pembuat. Bisa jadi pembuat yang sama dianggap sebagai 
penganiayaan bagi seseorang, sebagai pembelaan diri bagi pembuat 
kedua, sebagai tindakan peringatan bagi pembuat ketiga atau bisa 
salah seorang pembuat gila sedangkan yang lain akalnya sehat, 
sengaja berbuat, dan berbuat karena khilaf. Semua keadaan seperti 
itu mempengaruhi terhadap berat ringannya hukuman, karena orang 
yang membela diri/memberi peringatan tidak dapat dihitung dan 
orang yang khilaf lebih ringan daripada orang yang sengaja berbuat.  
Pengaruh keadaan-keadaan perbuatan tersebut tidak 
menimbulkan pengaruh pada kawan berbuat yang tidak mengalami 
keadaan yang sama.  
Apabila seseorang melukai orang lain untuk membela diri, 
kemudian orang ketiga datang dan sengaja membunuh orang lain 
hingga mati, maka pembuat pertama tidak dijatuhi hukuman karena 
pembelaan diri diperbolehkan. Pembuat kedua yang membunuh tadi 


































dijatuhi hukuman pembunuhan sengaja. Hukumannya tidak dapt 
dipengaruhi oleh pembuat pertama tadi yang melakukan pembelaan 
dan diperbolehkan melukai orang lain.
59
  
Aturan pokok tersebut telah disepakati oleh para 
Fuqaha.Terdapat perbedaan pendapat atas penerapan peraturan 
jari>mah h{udu>d dan qis{a>s{. Pangkal perbedaan tersebut adalah 
penerapan aturan lain tentang menghindari hukuman h}add 
dikarenakan ada subhat. Bagi yang memakai asas terakhir (subhat), 
bahwa kawan berbuatnya dalam jari>mah  itu terpengaruh oleh 
keadaan kawannya, baik keadaan perbuatan itu sendiri/ keadaan 
perbuatan dan niatnya.
60 
2) Hukuman bagi pelaku tidak turut serta melakukan jari>mah 
Menurut syariat Islam, hukuman-hukuman yang telah 
ditentukan jumlahnya (jari>mah h{udu>d, qis{a>s{) dijatuhkan atas 
pembuat langsung bukan atas kawan berbuatnya. Siapapun yang 
turut berbuat dalam jari>mah h{udu>d dan qis{a>s{, dijatuhi hukuman 
ta’zi>r. Jari>mah h{udu>d dan qis{a>s{ telah ditentukan jumlah hukumannya 
dan itu sangat berat. Kawan berbuat tidak sama bahasannya seperti 
pembuat langsung. Hukumannya tidak sama meskipun ada aturan 
kalau sekiranya perbuatan kawan berbuat (pembuat tidak langsung) 
dapat dipandang sebagai pembuat asli karena pembuat asli sebagai 
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alat semata-mata, maka kawan berbuat dapat dijatuhi hukuman 
h}add atau qis{a>s{.  
Menurut Imam Malik, kawan berbuat tidak langsung dapat 
dianggap sebagai pembuat langsung jika ia menyaksikan terjadinya 
jari>mah dan jika pembuat asli tidak sanggup melaksanakan/ kerja 
sama dengan orang lain.
61  
An-Nasa’i, Imam Malik, dan Ibnu Laila berpendapat bahwa 
orang yang memegangi korban dalam kasus pembunuhan, dikenai 
hukuman qis{a>s{  karena dianggap sebagai pelaku pembunuhan juga. 
Menurut An-Nasa’i, Imam Malik, dan Ibnu Laila bahwa 
pembunuhan tersebut tidak akan terjadi tanpa keterlibatan orang 
yang memegangi korban.
62  
Apabila perbuatan pembuat langsung sesuai dengan yang 
dimaksud pembuat tidak langsung yang mana perbuatannya berupa 
jari>mah ta’zi>r atau h{udu>d, qis{a>s{, maka masing-masing mendapat 
hukuman seperti yang dibahas di atas. Keadaan pembuat tidak 
langsung berpengaruh pada dirinya sendiri dan tidak mempengaruhi 
hukuman pembuat langsung. Hal ini seperti apabila pembuat 
pertama masih dibawah umur/ gila.
63
  
Lebih jelasnya dalam memahami turut serta tindak pidana 
dalam hukum pidana Islam, maka penulis akan memaparkannya 
melalui tabel: 
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Tabel di atas diterangkan bahwasanya pada jenis jari>mah 
h{udu>d dan qis{a>s{, turut berbuat langsung maka hukumannya sama 
dengan pelaku yaitu h{udu>d, qis{a>s{. Sedangkan turut berbuat tidak 
langsung, hukumannya tidak sama dengan pelaku yaitu ta’zi>r. Pada 
jari>mah ta’zi>r, turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak 
langsung, hukumannya sama dengan pelaku jari>mah ta’zi>r yaitu 
hakim berwenang memutuskan berat/ringannya hukuman yang 
dijatuhkan pada pelaku.  
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Ancaman Hukuman Sama dengan 
pelaku (h{udu>d 







Ancaman Hukuman Sama dengan pelaku (pidana 
ta’zi>r) hakim mempunyai 






































E. Turut Serta dalam Hukum Positif 
1. Pengertian Turut Serta 
Turut serta dalam hukum positif yaitu adanya dua orang atau lebih 
dalam melakukan tindak pidana/ mengambil bagian untuk mewujudkan 
tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang yang turut serta dalam 
hubungannya dengan orang lain (pasal 55 dan 56 KUHP).
65
  
Turut serta merupakan semua bentuk orang yang terlibat baik secara 
psikis maupun fisik dengan melakukan perbuatan masihng-masing hingga 
terjadinya suatu tindak pidana. Orang yang terlibat dalam kerjasama 
untuk mewujudkan tindak pidana, masing-masing perbuatan mereka 
berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak sama pula apa yang ada 
dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap 
peserta yang lain. Perbedaan masing-masing terjadi suatu hubungan yang 
sangat erat dimana perbuatan yang satu dengan yang lainnya mengarah 
pada terwujudnya tindak pidana.
66
  
Arti kata pesertaan berarti turut sertanya seseorang/lebih pada saat 
orang lain melakukan tindak pidana. Orang dapat berkesimpulan bahwa 




Masalah turut serta (deelneming) dapat dibagi menurut sifatnya 
yaitu:  
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a. Bentuk turut serta berdiri sendiri. Jenis ini adalah mereka yang 
melakukan dan yang turut serta melakukan pidana. Pertanggung 
jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri 
atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.  
b. Bentuk turut serta yang tidak berdiri sendiri. Jenis ini adalah 
pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan suatu 
tindak pidana pertanggung jawaban dari peserta yang satu 
digantungkan pada perbuatan peserta lain.
68
 




a. Unsur para pembuat (mededader) dalam pasal 55 KUHP 
1) Orang yang melakukan (pleger)  
Orang termasuk dalam golongan ini merupakan pelaku tindak 
pidana yang melakukan dengan sendiri. Baik memakai alat ataupun 
tidak memakai. Pleger merupakan seseorang yang memenuhi semua 
unsur dalam perumusan karakteristik tindak pidana dalam setiap 
pasal.  
Menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, 
dan Mulyanto bahwasanya maksud dari pelaku adalah tiap orang 
yang melakukan/ menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan 
suatu delik. Pelaku (pleger) dikategorikan sebagai peserta karena 
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pelaku tersebut dipandang sebagai seorang yang terlibat dalam 
peristiwa tindak pidana dan terdapat beberapa orang peserta.
70
 
2) Doen Pleger (orang yang menyuruh melakukan) 
Doen pleger merupakan orang yang melakukan perbuatan 
memakai perantara orang lain. Perantara itu dijadikan sebagai alat. 




Doen pleger ada dua hal yang membedakan dengan bentuk-
bentuk turut serta yang lainnya. Pertama yaitu, melibatkan minimal 
dua orang yakni satu sebagai orang yang menyuruh orang lain 
melakukan tindak pidana (actor intelectualis), dan pihak lainnya 
yang melakukan tindak pidana (actor materialis). Kedua yaitu, 
secara yuridis adalah orang yang tidak dipertanggungjawabkan 
secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, karena terdapat 
hal-hal sebagai alasan pemaaf dalam dirinya.
72
  
Hubungannya dengan pertanggungjawban pidana terhadap 
doen pleger, actor intelectualis hanya bertanggung jawab pada 
perbuatan yang dilakukan oleh actor materialis. Meskipun 
perbuatan yang diinginkan doen pleger lebih dari telah terjadi. 
Sedangkan actor materialis hanya bertanggung jawab pada 
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perbuatan yang hanya disuruhnya, walaupun kenyataannya 
melaksanakannya jauh lebih dari yang disuruh.
73
 
3) Orang yang turut melakukan (medepleger) 
Dikatakan sebagai medepleger  apabila paling sedikit harus 
tersangkut dua orang. Yakni, orang yang menyuruh melakukan 
(pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger). Hal ini 
dikatakan turut melakukan apabila ia terlibat secara langsung 
bersama pelaku dalam melakukan tindak pidana. Tidak hanya 
membantu/ terlibat dalam persiapan saja. Antara orang yang turut 
melakukan dan pelaku ada kerja sama secara sengaja dan sadar.  
Medepleger menurut MvT (Memorie van Toelichting) adalah 
orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan 
terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta 
tindak pidana adalah sama.
74
 
4) Uitlokker (orang yang membujuk melakukan)  
Secara sederhana pengertian uitlokker adalah setiap orang 
yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan 
suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang 
lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 
1 KUH Pidana yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan 
sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan 
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kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana 
dan keterangan.  
Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang 
dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai 
kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan 
kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (uitlokker) 
hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang 
dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.  
Menurut Prof. Lamintang, hakim tidak perlu menyebutkan 
secara tegas bentuk-bentuk keturutsertaan yang telah dilakukan 
oleh seorang tertuduh, karena pencantuman dari peristiwa yang 
sebenarnya telah terjadi itu sebenarnya telah menunjukkan bentuk 
ketrutsertaan yang dilakukan oleh masing-masing peserta didalam 
suatu tindak pidana yang telah mereka lakukan.
75
  
Dikatakan penganjur yakni karena orang yang menganjurkan 
orang lain untuk melakukan tindak pidana sehingga orang lain 
tergerak untuk memenuhi anjurannya karena disebabkan 
terpengaruh terhadap upaya-upaya yang dilancarkan oleh penganjur. 
Hal ini ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP.
76
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Uitlokking/mereka yang menggerakkan untuk melakukan 
suatu tindakan dengan daya upaya tertentu, adalah bentuk 
penyertaan penggerakkan yang inisiatif berada pada penggerak.  
Suatu tindak pidana tidak dapat terjadi bila inisiatif tidak ada 
pada penggerak. Penggerak harus dianggap sebagai petindak yang 
harus dipidana setara dengan pelaku yang secara fisik 
menggerakkan. Tidak menjadi persoalan apakah pelaku yang 
digerakkan itu sudah atau bahkan belum mempunyai kesediaan 
tertentu sebelumnya untuk melakukan tindak pidana.
77
 
b. Unsur-unsur pembuat pembantu (medeplichtigheid) dalam pasal 56 
KUHP, antara lain:  
1) Orang yang sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan 
dilakukan.  
2) Orang yang memberi kesempatan, sarana, ataupun keterangan 
sebelum kejahatan dilakukan. 
Semua yang termasuk dalam golongan pasal 55 KUHP 
digolongkan sebagai pelaku tindak pidana. Hukuman mereka juga 
disamakan. Sebaliknya pasal 56 KUHP mengatur orang digolongkan 
sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana 
(medeplichtig). Dikatakan membantu tindak pidana apabila 
memberikan bantuan kepada pelaku saat/sebelum tindak pidana 
dilakukan. Namun jika bantuan diberikan setelah tindakan, bukan lagi 
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termasuk orang yang membantu, tetapi sebagai persekongkolan/ 
penadah.  
Sifat bantuan dapat berupa bantuan moril atau materil. Tetapi 
bantuan yang diberikan harus ada sebab akibat yang berhubungan dan 
jelas. Sifat bantuan harus benar-benar membantu dan bukan tindakan 
yang berdiri sendiri. Perbuatan yang berdiri sendiri bukan termasuk 
turut membantu tetapi menjadi turut melakukan. Inisiatif/niat harus 
datang dari pihak yang diberi bantuan, sebab jika inisiatif timbul dari 
orang yang memberi bantuan, maka termasuk golongan membujuk 
melakukan (uitlokker). 
2. Ancaman Pidana Turut Serta  
Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk 
memaksa orang menepati janji atau mentaati ketentuan undang-undang. 
Sanksi juga berarti bagian dari (aturan) hukum yang dirancang secara 
khusus unut memberikan pengamanan bagi penegakan hukum dengan 
mengenakan sebuah hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan 
hukum itu, atau memberikan hadiah bagi yang mematuhinya. Jadi, sanksi 
tidak selalu berkonotasi negatif.  
Tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya 
tidak menderitakan, tetapi mendididk dan mengayomi. Tindakan ini 
bermaksud untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, 






































Setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti 
ada konsekuensi yang timbul dari perbuatan tersebut. Ada sanksi yang 
harus diterima bagi seorang. Penulis akan memaparkan sanksi-sanksi 
terhadap tindakan turut serta tindak pidana:
79
 




a. Turut serta 
menyuruh 
b. Membujuk 
Membantu   
- 
Ancaman Pidana Sama dengan 
pelaku 
Lebih ringan dari pelaku 
(dikurangi sepertiga) 
Kejahatan 
Ancaman Pidana Sama dengan 
pelaku 
Tidak dipidana Pelanggaran 
 
Dalam tabel tersebut diterangkan bahwa bagi jenis tindak pidana 
kejahatan, pada turut serta (medepleger), menyuruh (doenpleger) dan 
membujuk (uitlokker), diancam pidana sama dengan pelaku. Sedangkan 
membantu (medeplichtige) pada jenis tindak pidana kejahatan, ancaman 
pidanannya lebih ringan dari pelaku yaitu dikurangi sepertiga.  
Jenis tindak pidana pelanggaran, pada turut serta (medepleger), 
menyuruh (doenpleger) dan membujuk (uitlokker), diancam pidana sama 
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dengan pelaku pelanggaran. Membantu (medeplichtige) pada jenis tindak 
pidana pelanggaran, tidak dikenai ancaman pidana.  
Pasal 57 ayat (1) berbunyi, ‚dalam hal pembantuan, maksimum 
pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga‛. Apalagi 
maksimum hukumannya adalah hukuman mati/hukuman penjara seumur 
hidup, maka maksimum dalam hal medeplichtigeid ini dijadikan hukuman 
penjara selama-lamanya 15 tahun.  
Menurut ayat ke 3, hukuman tambahan dalam hal ‚pembantuan‛ ini 
sama dengan si pelaku tunggal, si turut pelaku, si penyuruh, dan si 
pembujuk. Ayat 4 membatasi penentuan hukuman dalam hal 
‚pembantuan‛ ini pada perbuatan-perbuatan yang oleh si pembantu 
dipermudah atau di dorong dengan sengaja. Tidak dikenai hukuman 
seseorang yang membantu melakukan tindak pidana secara kurang 
berhati-hati (culpa). Pasal 56 KUHP hanya disebutkan bantuan pada 
‚kejahatan‛, namun oleh pasal 60 ditegaskan lagi bahwa membantu 
melakukan suatu ‚pelanggaran‛ tidak dikenai hukuman.80 
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TINJAUAN PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS/2016/PN PTS TENTANG DELIK 
TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK  
 
A. Profil Pengadilan Negeri Putussibau  
Pengadilan Negeri Putussibau terletak di Kabupaten Kapuas Hulu. 
Ibukota Putussibau adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi 
Kalimantan Barat yang baru dibentuk pada tahun 1951 berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 08 September 
1951 No. Pem/20/6/10. Semula sebagian tanahnya bagian dari Residentie 
Westersfdeling Van Borneo. Sebagian besar tanahnya terdiri dari dataran 
rendah, rawa-rawa, danau dan anak-anak sungai.
1
  
Visi Pengadilan Negeri Putussibau adalah mewujudkan supremasi 
hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, dan efisien 
serta mendapat kepercayaan publik. Profesional dalam memberi layanan 
hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, dan berbiaya rendah bagi 
masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.  
Misi Pengadilan Negeri Putussibau antara lain: 
1. Mewujudkan Pengadilan modern yang didukung tehnologi yang memadai.  
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang professional dan mempunyai 
kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.  
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3. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan mewujudkan 
institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.  
4. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independent dari campur tangan 
pihak lain.  
5. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan bagi masyarakat. 





B. Identitas Para Pelaku dan Korban  
Putusan Nomor 1/Pid.sus/2016/PN Pts Tentang penyertaan tindak 
pidana persetubuhan anak, pelakunya berjumlah empat orang. Terdakwa 
pertama seorang laki-laki bernama Ahmadi bin Zainudin yang lahir di 
Putussibau pada tanggal 28 Juni 1985 berumur 30 tahun. Ahmadi bertempat 
tinggal di Jalan Tanjungpura RT 001 RW 001 Kecamatan Putussibau 
Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Terdakwa kedua bernama Mulyadi bin 
Zulkifli yang lahir di Putussibau pada tanggal 19 Mei 1992 dan berumur 23 
tahun. Mulyadi bertempat tinggal di Jalan Bukit Tilung nomor 8 Kecamatan 
Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.  
Terdakwa ke-3 seorang laki-laki bernama Septriadi bin Syahmadan. 
Septriadi lahir di Putussibau pada tanggal 20 September 1994 dan berumur 
21 tahun. Septriadi bertempat tinggal di Jalan Tanjungpura Rt 001 Rw 001 
Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Terdakwa keempat 
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seorang laki-laki bernama Atni bin Ahmad Pili yang lahir di Sambas pada 
tanggal 15 Oktober 1993 dan berumur 22 tahun yang tinggal di Jalan 
Tanjungpura Rt 001 Rw 001 Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten 
Kapuas Hulu. Keempat terdakwa tersebut berkebangsaan Indonesia yang 
beragama Islam dengan pekerjaan swasta.
3
  
Putusan Nomor 1/Pid.sus/2016/PN Pts Tentang penyertaan tindak 
pidana persetubuhan anak dengan korban seorang anak bernama Minarni 
binti Pecung yang bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Putussibau 
lahir di Mawang pada tanggal 5 Mei 1999 saat itu berusia 16 tahun.  
 
C. Tempat dan Waktu Kejadian  
Kejadian ini bertempat di jalan Pesantren Kelurahan kedamin hulu 
Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu dan di Gang SMP 2. 
Kasus ini terjadi pada tanggal 26 September 2015 pada hari Minggu sekitar 




D. Kronologi Kasus  
Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 saksi Anjasmara 
menyuruh saksi Agus untuk menjemput korban Minarni di rumahnya di Jalan 
Kom Yos Sudarso Putussibau sekitar pukul 20.00 WIB. Setelah korban 
Minarni dijemput oleh saksi Agus kemudian saksi Anjasmara dan saksi Dedi 
serta saudara topik berkumpul dan nongkrong di pinggir jalan di depan Hotel 
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uncak Kapuas dan tidak jauh dari Tempat kumpul para terdakwa yaitu 
terdakwa Ahmadi, Mulyadi, Septriadi dan Atni yang juga sedang kumpul 
bersama.  
Saksi Anjasmara mengajak keempat terdakwa untuk bergabung 
bersama. Setelah itu saksi Agus mengajak korban Minarni jalan-jalan ke 
taman alun Kapuas dan tidak lama kemudian saksi Dedi menelepon saksi 
Agus dan menanyakan,‚ikut apa tidak ke kafe Dori?‛ Tidak lama kemudian 
saksi Agus dan korban Minarni masuk ke cafe Dori. Saksi Anjasmara saksi 
Dedi dan saudara Taufik menyusul masuk kedalam Cafe Dori dan duduk di 
satu meja serta minum bir setelah itu datang para terdakwa ikut bergabung 
bersama dengan mereka.  
Sekitar pukul 00.00 WIB Si Agus menanyakan kepada korban 
Minarni,‚Apakah kau mau pulang?‛ dan saksi Minarni menjawab, ‚pulang‛. 
Setelah itu saksi Agus dan korban Minarni pergi keluar untuk pulang. Dalam 
perjalanan, saksi Anjasmara menelpon saksi Minarni dan mengatakan bahwa 
saksi Anjasmara yang akan mengantar korban Minarni pulang ke rumah. 
Saksi Agus menunggu kedatangan saksi Anjasmara di Simpang Empat 
bandara Kedamin kemudian saksi Anjasmara datang.
5
 Korban Minarni naik 
ke atas motor dan berboncengan dengan saksi Anjasmara.  
Tidak lama kemudian salah satu terdakwa mengatakan kepada saksi 
Anjasmara bahwa ada jalan pintas ke arah jalan Pesantren untuk pulang. 
Mendengar hal itu saksi Anjasmara dan korban Minarni menuju jalan yang 
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 Ibid., 7. 


































telah dikatakan oleh terdakwa Ahmadi. Sedangkan saksi Agus, saksi Deddy, 
dan saudara Taufik menyusul di belakang. Di tengah perjalanan, saksi 
Anjasmara memberhentikan sepeda motornya dengan maksud hendak 
berbalik arah karena jalan tersebut tidak ada tembusannya.  
Terdakwa Mulyadi, Ahmadi, dan Septriadi mendatangi saksi 
Anjasmara. Saksi Anjasmara menghidupkan kembali sepeda motornya 
namun dimatikan dan diambil kuncinya  oleh terdakwa Ahmadi dan 
diserahkan kepada terdakwa Atni kemudian terdakwa Ahmadi mendorong 
sepeda motor saksi Anjasmara hingga saksi Anjasmara dan korban Minarni 
jatuh ke tanah. Pada saat itu korban Minarni berteriak minta tolong, ‚jangan 
Bang tolong‛ sambil memeluk saksi Anjasmara.  
Terdakwa Ahmadi menarik tangan korban Minarni tapi tidak berhasil 
kemudian terdakwa Mulyadi mendekati, menciumi, dan memeluk korban 
Minarni dari belakang sambil menutup mulut korban Minarni dengan 
menggunakan tangan kanannya. Melihat hal itu saksi Anjasmara mendorong 
terdakwa Mulyadi sehingga pegangan terdakwa Mulyadi terlepas, tetapi 
terdakwa Ahmadi dari arah belakang memaksa membuka dan menurunkan 
celana jeans dan celana dalam yang dipakai oleh korban Minarni, tetapi 
korban Minarni menolak.   
Terdakwa Mulyadi langsung mendekati korban Minarni, kemudian 
menutupi mulut sehingga korban Minarni tidak dapat berteriak dan korban 
dipeluk dari belakang, kemudian terdakwa Ahmadi membuka dan 
menurunkan celana dalamnya hingga turun sampai ke lutut. Merasa 


































diperlakukan seperti itu, korban Minarni pasrah. Selain itu korban 
mendengar di antara terdakwa apabila  korban Minarni tidak mau disetubuhi 
maka korban Minarni akan dibunuh. Setelah itu korban Minarni pun pasrah 
dan melayani keempat terdakwa tersebut.  
Persetubuhan itu dilakukan secara bergiliran. Melihat korban Minarni 
diperlakukan demikian, saudara Dika dan saksi Agus pergi dari tempat 
tersebut meninggalkan korban Minarni. Yang pertama melakukan hubungan 
badan yaitu terdakwa Ahmadi kemudian dilanjut oleh terdakwa Septriadi 
setelah itu saudara Atni. Setelah itu korban Minarni dibawa terdakwa 
Ahmadi ke sebuah pondok yang tidak jauh dari tempat kejadian dengan 
keadaan korban masih telanjang.  
Korban disuruh menunggu sebentar kemudian datang terdakwa 
Mulyadi langsung membawa korban Minarni ke gang SMP 2 Kedamin dan 
dilanjutkan melakukan berhubungan badan dengan korban Minarni setelah 
itu terdakwa Mulyadi mengantar korban Minarni pulang ke rumah dalam 
keadaan kemaluan korban terasa perih dan sakit. 
 
E. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Dakwaan jaksa penuntut umum disusun dalam bentuk dakwaan 
alternatif, diantaranya:  
1. Pertama6 
a. Primer  
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 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts, 5. 


































Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 81 ayat 1 Jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 
Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi: 
"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 
5.000.000.000, 00 ( lima miliar rupiah)" 
 
Jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 yang 
berbunyi: 
"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya 




b. Subsider  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 81 ayat 2 undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 yang 
bunyinya: 
‚Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku 
pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." 
 
Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP bunyinya:  
‚Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut 
serta melakukan perbuatan" 
 
c. Lebih subsider  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 82 ayat (1) yang berbunyi:  
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 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 


































"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dengan pasal 76e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 
miliar rupiah." 
 
Jo pasal 76 E undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi: 
"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat melakukan 
serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." 
 
2. Kedua 
a. Primer  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 287 ayat 1 KUHP yang berbunyi: 
"Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan 
istrinya padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya 
bahwa umur wanita itu belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak 
jelas bahwa belum waktunya untuk dikawinkan diancam dengan 
pidana penjara paling lama 9 tahun" 
 
b. Kedua subsider  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 290 ayat 2 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang 
bunyinya:  
"Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang 
padahal Ia tahu atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur 
orang itu belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang 
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 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (Bogor: Politeia, 1994), 212. 


































F. Keterangan Saksi dan Barang Bukti 
Penuntut umum mengajukan saksi-saksi, yaitu Agus Rajiman bin 
Armugam, Dedi Syarwadi Bin Adam Pardi memberikan informasi bahwa 
perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 
September 2015 sekitar pukul 02.00 Wib tepatnya dijalan Lintas selatan 
simpang jalan pesantren kab.kapuas hulu. Saat itu saksi berada di tempat 
kejadian dengan jarak kurang lebih sekitar 7 meter, dimana posisi saksi 
duduk diatas kendaraan sepeda motor.  
Korbannya adalah Minarni dan yang melakukan pemerkosaan adalah 
saudara Ahmadi, Mulyadi, Septriadi, dan Atni. Saksi Agus berboncengan 
dengan Dedi dengan menggunakan 1 buah sepeda motor kemudian tidak 
lama berjalan Dika menghentikan sepeda motornya selanjutnya saudara 
Ahmadi, Mulyadi, Septriadi dan Atni mengelilingi Dika dan Minarni tidak 
lama kemudian terdengar suara teriakan Minarni minta tolong. Saat 
mendengar teriakan itu saksi bersama dengan Dedi turun dari sepeda motor 
dan lansung mendatangi Minarni yang saat itu sudah dipeluk oleh Terdakwa 
Ahmadi lalu saksi Agus menarik kedua tangan Minarni dengan tujuan agar 
Minarni langsung naik ke sepeda motor Taufik yang dibawa oleh Dika 
supaya pulang, namun saat Dika menghidupkan motornya, kunci motor 
dimatikan oleh Terdakwa Ahmadi dan didorong akhirnya motornya 
tumbang.  
Minarni langsung ditarik Terdakwa Mulyadi dan Minarni berteriak 
‚jangan-jangan‛. Saksi Agus saat itu diatas motor dan mau balik kearah 


































pulang dengan jarak kurang lebih 7 meter. Dengan terpaksa Minarni pasrah 
dan melakukan persetubuhan itu satu persatu. Minarni dibawa mereka ke 
tepi jalan pesantren kemudian saksi langsung pergi. Dan persetubuhan itu 
dilakukan secara bergiliran. Saksi Dedi mendengan Minarni sempat berkata ‚ 
tolonglah bang kasian sama mamak bapak aku kalo sempat mereka 
mengetahui, aku lagi sekolah.‛9  
Keterangan yang diberikan oleh para saksi sesuai dengan keterangan 
korban dan para terdakwa. Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat 
hasil Visum Et Repertum Nomor 357/35/RSUD/SETC tanggal 27 September 
2015 yang diterbitkan oleh dr. Antonius Decky dengan hasil pemeriksaan 
luka lecet dibagian posterior fourchet dengan ukuran setengah sentimeter kai 
setengah centi meter, robekan pada selaput darah arah jam 3 dan jam 7, dari 
lubang vagina keluar darah warna merah kehitaman akibat benturan benda 
tumpul. Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1(satu) helai celana 
panjang jeans warna hitam, 1(satu) helai celana dalam warna abu-abu, 
1(satu) helai Bra/BH warna hitam, 1(satu) helai kemeja warna hijau muda, 




G. Pertimbangan Hakim 
Berdasarkan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif maka 
majelis hakim akan menentukan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang 
terungkap di persidangan dan menurut majelis hakim yang cocok yaitu pasal 
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 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts, 35. 
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 Ibid., 5. 


































287 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya 
sebagai berikut:  
1. Barang siapa  
2. Dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan seorang wanita di luar 
perkawinan  
3. Yang patut diketahuinya atau patut harus dapat diduga usianya wanita 
belum dapat dikawini 
Unsur pertama dari pasal 287 ayat (1) KUHP yaitu ‚barang siapa‛. 
Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang tidak lain adalah menunjuk 
kepada siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi  sebagai subyek 
hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum atas perbuatan yang 
dilakukannya dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum. Dalam 
hal ini, para pelaku bernama Ahmadi, Mulyadi, Septriadi, dan Atni sebagai 
subjek hukum sehingga terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban 
secara hukum. Dalam perkara ini unsur setiap orang  telah terpenuhi.
11
  
Tentang unsur kedua ‚dengan sengaja melakukan  persetubuhan 
dengan seorang wanita diluar perkawinan‛, Hakim memaknainya dengan 
pandangan menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH bahwasanya bersetubuh 
adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, 
yang dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu terjadi pengeluaran air mani 
dalam kemaluan si perempuan. Perbuatan asusila itu telah dilakukan pada 
hari Minggu  tanggal 27 September  2015 sekitar pukul 02.00 Wib dijalan 
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 Ibid., 78. 


































pesantren Kel.Kedamin Hulu oleh para terdakwa Ahmadi sebanyak 2(dua) 
kali,terdakwa Mulyadi sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa Septriadi sebanyak 1 




Mengenai unsur ketiga ‚yang patut diketahuinya atau patut harus 
dapat diduga usianya wanita belum dapat dikawini‛, bahwa berdasarkan 
ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 yang 
dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada saat 
perbuatan itu dilakukan, Saudari Minarni masih berusia 16 (enam belas) 
tahun sesuai dengan kutipan Akte kelahiran Nomor 6110-LT-08012014-
0038 atas nama Minarni lahir di Mawang pada tanggal 5 Mei 1999 sehingga 
Minarni  masih merupakan seorang anak sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang No. 23  Tahun 2002. Karena usia masih dalam kategori 
anak. Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi.  
Berdasarkan unsur-unsur tersebut menurut majelis Hakim, para 
terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah di depan hukum 
setelah mempertimbangkan tuntutan dari jaksa, mendengarkan keterangan 
saksi, mendengarkan keterangan terdakwa, dan barang bukti yang telah ada. 
Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus 
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan 
pemaaf. Dengan hal ini, maka para terdakwa mempertanggungjawabkan 
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perbuatannya yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Para terdakwa 
ditahan karena dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan 
bahwa para terdakwa tetap berada dalam tahanan.  
Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap barang bukti yang telah 
diajukan di persidangan yakni berupa 1 (satu) helai celana jins warna hitam, 
1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) helai bra berwarna hitam, 
dan 1 (satu) helai baju warna hijau muda, pita motif bunga dan kupu-kupu.
13
  
Sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, 
terlebih dahulu majelis Hakim mempertimbangkan hal hal yang 
memberatkan dan yang meringankan para terdakwa. Hal-hal yang 
memberatkan para terdakwa yaitu perbuatan para terdakwa tidak selayaknya 
dilakukan karena melanggar norma kesopanan dan kesusilaan di masyarakat. 
Perbuatan para terdakwa merusak masa depan korban Minarni. Sedangkan 
keadaan yang meringankan para terdakwa yaitu para terdakwa telah 
mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan.  
 
H. Amar Putusan 
Berdasarkan pertimbangan majelis Hakim terhadap unsur-unsur dalam 
pasal 287 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan 
memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa, 
pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim sudah dirasa adil dan patut 
sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa. Sesuai 
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 Ibid., 85. 


































dengan pasal 287 ayat 1 KUHP serta ketentuan-ketentuan yang 
bersangkutan lainnya, majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para 
terdakwa Ahmadi, Mulyadi, septriadi, dan Atni dengan hukuman pidana 
penjara masing-masing selama 3 tahun dan menetapkan masa penangkapan 
dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya 
dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar para terdakwa untuk 
tetap ditahan.   
Barang bukti yang ditunjukkan berupa satu helai celana jeans warna 
hitam, satu helai celana dalam warna abu-abu, satu helai bra warna hitam, 
satu helai baju warna hijau muda dan hitam motif bunga dan kupu-kupu 
dikembalikan kepada korban Minarni. Selain dipenjara, para terdakwa 
dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 
3.000,- (tiga ribu rupiah).  
Hukuman diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 oleh 
Hakim ketua yaitu Anwar WM. Sagala, SH dan Fredy Tanada, SH.,MH, 
serta Yeni Erlita, SH sebagai Hakim anggota dan juga didampingi oleh 
Retno Wardani, SH selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri 
Putussibau serta dihadiri oleh Christian Gultom,SH selaku penuntut umum 
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 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts, 86. 

































ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 
1/PID.SUS/2016/PN PTS TENTANG DELIK TURUT SERTA DALAM 
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK 
 
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 
1/Pid.Sus/2016/PN Pts Tentang Delik Turut Serta Tindak Pidana Persetubuh 
 
 
Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sangat tidak bermoral. 
Tindak kejahatan yang dilakukan para terdakwa telah melanggar norma, baik 
dari norma agama, kesopanan, maupun norma hukum. Kasus persetubuhan 
terhadap anak diperlukan adanya perhatian khusus karena sangat berdampak 
bagi masyarakat dan para perempuan terutama anak kecil. Menurut penulis 
dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts tentang delik turut serta tindak 
pidana persetubuhan anak dilakukan oleh para terdakwa Ahmadi, Mulyadi, 
Septriadi, dan Atni terhadap anak dibawah umur yang bernama Minarni pada 
hari Minggu tanggal 26 September 2015 melakukan perbuatan asusila.  
Perbuatan asusila tersebut telah dilakukan oleh terdakwa Ahmadi 
sebanyak 2 kali, Mulyadi sebanyak 2 kali, Septriadi sebanyak 1 kali, dan 
terdakwa Atni sebanyak 1 kali.
1
 Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara 
pertama terdakwa Ahmadi membaringkan tubuh saudari Minarni di tepi jalan 
tanpa menggunakan celana dalam dan terdakwa pun melakukan tindakan 
asusila tersebut. Setelah itu Saudari Minarni dibawa ke gang SMP 2 dekat 
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 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts, 84. 
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pondok untuk melakukan persetubuhan lagi dengan terdakwa Ahmadi dan 
dilanjutkan oleh terdakwa Mulyadi. Setelah itu tindakan persetubuhan 
tersebut dilanjutkan oleh terdakwa septriadi. Setelah selesai akhirnya 
terdakwa Mulyadi mengantarkan saudari Minarni untuk pulang ke rumah.   
Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts 
tentang turut serta tindak pidana persetubuhan terhadap anak diberlakukan 
hukuman pidana penjara selama 3 tahun. Para terdakwa didakwa dan dituntut 
oleh penuntut umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif kesatu primer 
pasal 81 ayat 1 jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 
tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP subsider pasal 81 ayat 2 
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang RI nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat 
1 ke-1 KUHP lebih subsider pasal 82 ayat 1 junto pasal 76 E Undang-Undang 
RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 
23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau 
kedua primer pasal 287 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP lebih 
subsider pasal 290 ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.2  
Walaupun dalam dakwaan alternatif kesatu mengarah ke Undang-
Undang tentang perlindungan anak yakni pasal 81 ayat 1 jo pasal 76 D UU RI 
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi dalam 
putusan ini majelis hakim memutuskan dengan hukuman penjara selama 3 
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tahun karena menurut majelis hakim dakwaan yang sesuai dan cocok dengan 
fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan adalah dakwaan kedua 
primer yakni pasal 287 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang 
unsur-unsurnya yaitu: 
1. Barang siapa 
2. Dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan seorang wanita diluar 
perkawinan.  




Unsur pertama dari pasal 287 ayat (1) KUHP yaitu ‚barang siapa‛. 
Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang tidak lain adalah menunjuk kepada 
siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi  sebagai subyek hukum 
yang mempunyai hak dan kewajiban hukum atas perbuatan yang dilakukannya 
dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum. Para pelaku bernama 
Ahmadi, Mulyadi, Septriadi, dan Atni sebagai subjek hukum sehingga 
terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Perkara ini 
unsur setiap orang  telah terpenuhi.  
Unsur kedua ‚dengan sengaja melakukan  persetubuhan dengan seorang 
wanita diluar perkawinan‛, Hakim memaknainya dengan pandangan menurut 
Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH bahwasanya bersetubuh adalah persentuhan 
sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang dapat 
menimbulkan kehamilan, tidak perlu terjadi pengeluaran air mani dalam 
                                                          
3
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kemaluan si perempuan. Perbuatan asusila itu telah dilakukan pada hari 
Minggu  tanggal 27 September  2015 sekitar pukul 02.00 Wib dijalan 
pesantren Kel.Kedamin Hulu oleh para terdakwa Ahmadi sebanyak 2(dua) 
kali, terdakwa Mulyadi sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa Septriadi sebanyak 1 
(satu) kali dan terdakwa Atni sebanyak 1 (satu) kali terhadap Saudari Minarni. 
Unsur ketiga ‚yang patut diketahuinya atau patut harus dapat diduga 
usianya wanita belum dapat dikawini‛, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 
ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 yang dimaksud dengan anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan. Pada saat perbuatan itu dilakukan, Saudari 
Minarni masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan kutipan Akte 
kelahiran Nomor 6110-LT-08012014-0038  atas nama Minarni  lahir 
diMawang pada tanggal 5 Mei 1999 sehingga Minarni  masih merupakan 
seorang anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.23 Tahun 
2002. Dikarenakan usia masih dalam kategori anak, dengan demikian Majelis 
Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi.  
Unsur-unsur tersebut menurut majelis Hakim, para terdakwa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah di depan hukum setelah 
mempertimbangkan tuntutan dari jaksa, mendengarkan keterangan saksi, 
mendengarkan keterangan terdakwa, dan barang bukti yang telah ada, majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Putussibau juga mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan yang meringankan para terdakwa. Dalam putusan tersebut, 
keadaan yang memberatkan para terdakwa yaitu perbuatan para terdakwa 

































tidak selayaknya dilakukan karena melanggar norma kesopanan dan kesusilaan 
di masyarakat dan perbuatan para terdakwa merusak masa depan saudari 
Minarni. Sedangkan keadaan yang meringankan para terdakwa yaitu para 
terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama di persidangan.
4
  
Salah satu asas dalam hukum pidana terdapat asas lex specialis derogate 
lex generalis yaitu asas yang pada pokoknya menegaskan bahwa aturan khusus 
mengesampingkan aturan umum, sehingga menurut penulis asas tersebut 
kurang diterapkan dalam kasus ini. Adanya Undang-undang Perlindungan 
anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 ayat (1) 
KUHP tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan 
terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-undang perlindungan anak telah 
diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana persetubuhan yang dilakukan 
terhadap anak.  
Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan ‚lex spesialis 
derogate lex generalis‛ dari Pasal 287 ayat (1) KUHP dimana dalam 
penerapan hukum bagi pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, 
penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan 
dari Pasal 287 ayat (1) KUHP.  Telah dijelaskan pula dalam pasal 63 ayat 2 
KUHP bahwa: 
‚Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang 
umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus 
itulah yang dikenakan.‛5 
 
                                                          
4
 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts, 85. 
5
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..., 79. 
 

































Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts majelis Hakim mengambil 
putusan juga memerlukan waktu untuk menyesuaikan antara fakta dan 
hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa, akan tetapi majelis Hakim 
dalam mengambil putusan telah menguntungkan dan meringankan para 
terdakwa, sedangkan pihak korban sangat dirugikan, sehingga putusan 
tersebut kurang adil.  
 
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam 
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts Tentang Delik Turut Serta Tindak 
Pidana Persetubuhan Anak  
 
Kasus yang telah penulis paparkan pada bab tiga bahwa hukuman yang 
dijatuhkan kepada para terdakwa adalah pidana penjara selama 3(tiga) tahun 
dengan dijerat pasal 287 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Pasal tersebut dipakai majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut 
karena menurut majelis Hakim, bahwasanya semua unsur dalam pasal 287 
ayat (1) telah terpenuhi, di antaranya: ‚barang siapa‛, ‚dengan sengaja 
melakukan persetubuhan dengan seorang wanita diluar perkawinan‛, ‛yang 
patut diketahuinya atau patut harus dapat diduga usianya wanita belum dapat 
dikawini.‛  
Menurut penulis, hukuman yang telah dijatuhkan kepada para terdakwa 
sangat ringan sehingga tidak dapat memberikan efek jera kepada para 
terdakwa.  Hukuman tersebut tidak sebanding dengan perbuatan asusila yang 
. nalisis  i  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts Tentang Delik Turut Serta Tindak 
Pidana Persetubuhan Anak  
 

































telah dilakukan kepada korban, karena perbuatan tersebut merusak masa 
depan korban.   
Para Fuqaha dalam hukum pidana Islam memberikan pembedaan antara 
orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah disebut 
sha>rik mubashi>r, perbuatannya disebut ishtira>k mubashi>r. Orang yang tidak 
turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan jari>mah disebut sha>rik 
mutasabbib dan perbuatannya disebut ishtira>k ghayr al-mubashi>r atau ishtira>k 
bi al-tashabbub. Perbedaan kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama 
menjadi kawan nyata dalam melaksanakan jari>mah, sedangkan orang kedua 
menjadi sebab adanya jari>mah. Baik karena janji-janji menyuruh, menghasut, 




Hukum pidana Islam dalam menentukan ancaman hukuman, 
membedakan antara turut berbuat secara langsung dan turut berbuat tidak 
langsung. Selain itu juga membedakan antara tindak pidana h{udu>d qis{a>s{ 
dengan tindak pidana ta’zi>r. Orang yang turut berbuat langsung dalam tindak 
pidana h{udu>d qis{a>s{ yaitu diancam dengan hukuman yang sama dengan pelaku 
yaitu hukuman h{udu>d qis{a>s{. Sedangkan orang yang turut berbuat tidak 
langsung, maka ancaman hukumannya tidak sama dengan pelaku yaitu 
diancam dengan hukuman ta’zi>r. Apabila jari>mah yang diperbuatnya itu 
                                                          
6
 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 136. 

































selesai, sedang jari>mah itu berupa jari>mah h{add, maka perbuatan tersebut 
dihukum h{add, namun apabila tidak selesai maka hanya dihukum ta’zi>r.7  
Deskripsi kasus mengenai turut serta tindak pidana persetubuhan 
terhadap anak dalam putusan nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts, perbuatan para 
terdakwa termasuk dalam turut serta secara langsung karena para pelaku 
melakukan persetubuhan secara bersama-sama hingga selesai sehingga pelaku 
dianggap cukup sebagai turut serta secara langsung.  
Mayoritas Fuqaha> seperti Malik, Abu Hanifah, Shafi’i, al-Thawri, 
Ahmad bin Hambal, Abu Thawr berpendapat, apabila beberapa orang 
membunuh satu orang, mereka harus dibunuh semuanya. Pendapat ini 
merupakan pandangan dari ‘Umar bin Khatta>b. Beliau pernah mengatakan: 
 ن ٍػ ًىجَ  ٍي يػ  ٍىػ ى ىلىء  ى ٍػ ىص ي  ٍ ى   ً ٍى ىا ى ى   ىىتَ  ٍىل 
‚Seandaianya penduduk San’a> bersepakat membunuh seseorang, saya 
akan membunuh mereka semuanya.‛8 
 
Pelaku yang turut berbuat secara langsung dalam tindak pidana h{udu>d 
diancam dengan hukuman yang sama dengan pelaku yakni hukuman h{udu>d. 
Turut serta secara langsung, para peserta harus mempertanggungjawabkan 
akibat perbuatan mereka secara keseluruhan. Semestinya hukuman yang 
diberikan kepada para terdakwa harus lebih berat karena telah  merusak masa 
depan korban. Hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan pengakuan 
para terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh jaksa 
penuntut umum. Hal ini sesuai dengan hukum Islam salah satu membuktikan 
                                                          
7
 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam  (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), 
130. 
8
Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam  (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 78. 

































para pelaku yaitu adanya pengakuan.  Penulis meninjau dalam hukum pidana 
Islam seorang korban tidak dapat dijatuhkan hukuman hal ini dikarenakan 
korban melakukannya secara terpaksa.  
Vonis hukuman yang dijatuhkan oleh majelis Hakim hanya 3 (tiga) 
tahun penjara jelas kemungkinan bagi para pelaku untuk mengulangi 
perbuatan yang sama karena hukuman yang diterimanya dirasa cukup ringan 
dan tidak menimbulkan efek jera. Padahal dalam pasal 63 ayat (2) dijelaskan 
bahwa jika suatu perbuatan yang masuk dalam aturan pidana yang umum 
diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang 
dikenakan.  
Menurut penulis, putusan hakim Pengadilan Negeri Putussibau dalam 
memutus perkara kasus turut serta persetubuhan terhadap anak serasa kurang 
seimbang jika menggunakan pasal 287 ayat (1) KUHP bukan aturan khusus 
yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 
karena dalam kasus ini korbannya adalah seorang anak dan perbuatan yang 
dilakukan para pelaku terhadap anak tersebut karena sangat berpengaruh 
terhadap masa depannya. Pasal 81 ayat  (1) Jo pasal 76 D Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa ‚Setiap 
orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 
tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah)‛.9   
                                                          
9
 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 

































Menurut penulis, putusan tersebut tidak sesuai dalam hukum pidana 
Islam. Apabila hakim menjatuhkan hukuman menggunakan aturan khusus, 
penulis yakin bahwa putusan tersebut dapat memberikan efek jera terhadap 
para pelaku sehingga tidak akan lagi mengulangi tindak pidana tersebut 
dibandingkan dengan hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim hanya 
tiga tahun penjara, sangat berbeda jauh dengan hukuman yang ada dalam 
aturan khusus. Hal ini kemungkinan besar para pelaku tidak akan jera dan 
dapat melakukan lagi tindak pidana tersebut.  
Hukuman tiga tahun tersebut  sangat tidak sesuai dengan hukum yang 
telah ditetapkan oleh Islam dalam memvonis pelaku karena sangat ringan. 
Hukum di negara Indonesia semestinya mempunyai efek jera bagi para 
pelakunya agar tidak mengulangi tindak pidana tersebut. Jadi, para pelaku 
dalam kasus tersebut sebagai orang yang turut berbuat langsung dalam tindak 
pidana h{udu>d diancam dengan hukuman yang sama dengan pelaku yaitu 
hukuman h{udu>d. 

































  PENUTUP 
 
B. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan, sehingga dapat 
diambil kesimpulan, bahwa:  
1. Hakim menjatuhkan hukuman selama 3 (tiga) tahun penjara dalam 
putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor  1/Pid.Sus/2016/PN Pts 
berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu pelaku berjumlah 4 
(empat) pemuda melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap seorang 
anak berusia 16 tahun. Dalam hal ini, hakim lebih memilih menggunakan 
pasal 287 ayat (1) KUHP sebagai lex generalis daripada pasal 81 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
sebagai lex spesialis.  Putusan hakim tersebut kurang tepat karena 
mengesampingkan asas lex spesialis derogate lex generalis.  
2. Hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor  
1/Pid.Sus/2016/PN Pts tidak sesuai dengan hukum pidana Islam karena 
hakim menjatuhkan hukuman sangat ringan yakni ta’zi<r dengan penjara 
selama tiga tahun. Ketidaksesuaian tersebut karena dalam hukum pidana 
Islam, perbuatan turut serta secara langsung dalam jari>mah h{udu>d  yang 
dilakukan para terdakwa seharusnya diancam dengan hukuman h{udu>d.  
  


































Saran yang dapat penulis berikan yaitu: 
1. Kepada para penegak hukum hendaknya lebih teliti dalam menangani 
kasus agar para pihak yang berperkara mendapatkan keadilan yang 
sesuai sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 
2. Kepada orangtua dan masyarakat hendaknya lebih meningkatkan 
kewaspadaannya dalam menjaga dan memastikan anaknya agar selalu 
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